Tinjauan Hukum Islam tentang Poligami pada Masyarakat Muslim di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (Studi Kasus Tahun 2013-2015) by Permatasari, Indah
 
i 
TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG  POLIGAMI PADA MASYARAKAT MUSLIM 
DI KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA (Studi Kasus Tahun 2013-2015) 
 
 
 
 
Skripsi 
Diajukan untuk memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar 
Sarjana Hukum Islam Jurusan Peradilan Agama 
pada Fakultas Syari’ah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar  
 
 
 
Oleh: 
INDAH PERMATASARI 
NIM: 10100112083 
 
 
 
 
 
 
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
2016 
 
 
ii 
 
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 
Mahasiswa yang  bertanda tangan di bawah ini: 
Nama  : Indah Permatasari 
NIM    : 10100112083 
Tempat/Tgl. Lahir : Ujung Pandang, 28 Juli 1992 
Jurusan  : Peradilan Agama 
Fakultas  : Syariah dan Hukum 
Alamat                         : Jl. Basoi Dg. Bunga  
Judul   : Tinjauan Hukum Islam Tentang Poligami Pada Masyarakat 
Muslim di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (Studi 
Kasus Tahun 2013-2015)  
Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini 
benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan 
duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka 
skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum. 
 
       Makassar,      Maret 2016 
       Penyusun, 
 
 
 
       INDAH PERMATASARI 
       NIM : 10100112083 
 
 
PENGESAHAN SKRIPSI 
Skripsi yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam tentang Poligami pada 
Masyarakat Muslim di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (Studi Kasus Tahun  
2013-2015)”, yang disusun oleh Indah Permatasari NIM: 10100112083, mahasiswa 
Jurusan Peradilan Agama pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin 
Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang 
diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2016 M, bertepatan dengan 9 
Jumadil Akhir 1437 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat 
untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari’ah dan Hukum, Jurusan Peradilan 
Agama (dengan beberapa perbaikan). 
      Makassar,        28 Maret 2016 M. 
                  18 Jumadil Akhir 1437 H. 
DEWAN PENGUJI 
Ketua  : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. (……………………...) 
 
Sekretaris : Dr. Supardin, M.Hi.     (……………………...) 
 
Munaqisy I : Ahkam Jayadi, S.H, M.Hum.   (……………………...) 
 
Munaqisy II : Dr.Muhammad Sabir, M.Ag.  (……………………...) 
 
Pembimbing I : Dr. Hj. Nurnaningsih, M.A.   (……………………...) 
 
Pembimbing II: Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag.  (……………………...) 
 
Diketahui oleh: 
      Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum 
      UIN Alauddin Makassar, 
 
 
 
Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. 
                                                                      NIP. 19621016 199003 1 003 
iv 
 
 
 
KATA PENGANTAR  
Bismillahirahmanirahim  
Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. Yang 
membukakan jalan terang serta kemudahan kepada penulis yang pada saat ini sedang 
dalam proses berjuang mendapatkan gelar sarjana hukum Islam. Dengan kuasa Tuhan 
yang berbentuk Rahmat, Taufik dan hidayah atas kemaha besarnya. Sholawat juga 
salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw yang 
lantaran beliau lah yang dapat mengantarkan Manusia menuju jenjang kedudukan 
yang paling mulia dan menyelamatkan manusia dari kehancuran, baik di dunia 
maupun di akhirat.  
Penulis menyadari  sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari berbagai 
kekurangan. Akan tetapi, penulis tak pernah menyerah karena penulis yakin ada Allah 
Swt. yang senantiasa mengirimkan bantuan-Nya dan dukungan dari segala pihak.. 
yang telah membantu penyelesaian skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM 
ISLAM TENTANG POLIGAMI PADA MASYARAKAT MUSLIM DI 
KECAMATN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA (SUDI KASUS TAHUN 
2013-2015) Oleh karena itu, penulis menghaturkan terimakasih yang sebesar-
besarnya kepada: 
1. Penghormatan dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua  orang tua, 
Ayahanda Widodo dan Zahariah ibunda  tercinta yang dengan penuh kasih 
sayang, pengertian dan diiringi doanya telah mendidik dan membesarkan serta 
mendorong penulis hingga sekarang menjadi seperti ini. Tak lupa juga saudara  
yang telah memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini. 
v 
 
 
 
2. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.SI.,selaku Rektor UIN Alauddin 
Makassar. Serta para wakil Rektor beserta seluruh staf dan karyawannya. 
3. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Bapak Bapak Prof. Dr. Darussalam 
Syamsuddin, M.Ag. wakil Dekan I, wakil Dekan II, dan wakil Dekan III Fakultas 
Syari’ah dan Hukum, beserta jajarannya yang sudah turut berperan dan 
membantu saya atas penyelesaian skripsi ini. Kalaupun saya tidak menyebutkan 
nama, itu tidak mengurangi penghargaan saya kepada mereka. Semoga bantuan 
yang mereka berikan kepada saya menjadi amal baik dan amal saleh mereka. 
4. Bapak Dr. Supardin, M.HI. selaku Ketua Jurusan Peradilan Agama dan Dra. 
Fatimah, M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Peradilan Agama, dan seluruh staf 
pengajar Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang telah 
banyak memberikan bimbingan selama penulis menempuh kegiatan akademik di 
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. 
5. Ibu Dr. Hj. Nurnaningsih, M.A Selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. H. M.Saleh 
Ridwan, M.Ag. selaku Pembimbing II, Bapak Ahkam Jayadi, S.H, M.Hum. 
Selaku Penguji I, Bapak Muhammad Sabir, M.Ag. Selaku penguji II yang 
dengan ikhlas memberikan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing 
penulis dalam perampungan skripsi ini. 
6. Seluruh pegawai - pegawai tata usaha Fakultas Syariah Dan Hukum yang telah 
memberikan pelayanan dengan baik sehingga penulis tidak menemukan kesulitan 
dalam penyusunan Skripsi ini. 
 
PENULIS  
           
                  INDAH PERMATASARI 
 
 
vi 
 
DAFTAR ISI   
JUDUL……………………...……………………………………………..…………..i  
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI …………………………………………...ii 
PENGESAHAN …………………………………………………………………….iii 
KATA PENGANTAR…………………..…………………………………………..iv 
DAFTAR ISI…………………………...………………………………...….……....vi 
DAFTAR TABEL……………………………………………………………….....viii 
PEDOMAN TRANSLITERASI……………………………………...…..……...…ix 
ABSTRAK………………………………………………………………....…..…....xv 
 
BABI PENDAHULUAN…………………...…………………………………1-8 
A. Latar Belakang Masalah………………..……………………………..1 
B. Rumusan Masalah…………………………..………..………………..5 
C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian……………..…..6 
D. Kajian Pustaka……………………………..…………………….........6 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian………………..………………….....8 
 
BAB II     TINJAUAN TEORETIS………………………………...…...……….9-36 
A. Pengertian Pernikahan.……………………………………..………....9 
B. Tujuan dan Hikmah Perkawinan………………………………..…...17 
C. Pengertian Poligami…………….…………………..………………..24 
D. Sejarah Poligami……………….…………………..………………...26 
E. ProsedurI zin Poligami………………………………...………….…30 
 
BAB III METODOLOGI PENELITIAN…………………….……...…...……37-40 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian…….…………………………………….37 
B. Pendekatan Penelitian………….…………………………………….37 
C. Jenis dan Sumber Data……….………………………………………38 
 
 
vii 
 
D. Metode Pengumpulan Data….……………………………………….38 
E. Instrumen Penelitian…………………………………………………39 
F. Tekhnik Pengolahan dan Analisis Data…………………………...…39 
 
BAB IVPEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN…………..…...…....…41-62 
A. Kondisi Demografis dan Geografis Kecamatan Somba Opu Kabupaten 
Gowa ……………………………………………………………...…41 
B. Kondisi social budaya, keagamaan, dan ekonomi…..…….………....46 
C. Pandangan Hukum Islam mengenai Keadilan dalam 
Poligami…………………………………................……….……..…49 
D. Bentuk Keadilan Poligami pada Masyarakat Muslim di Kecamatan 
Somba Opu Kabupaten Gowa………………………...………..……53 
E. Bagaimana pandangan masyarakat muslim tentang segi positif dan 
negative dari poligami .…………………………………….........…..58 
 
BAB V     PENUTUP………………………………...……………….......……..63-64 
A. Kesimpulan………………………..…………………………………63 
B. ImplikasiPenelitian…………………..………………………..….….64  
 
DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………..…65-66 
DAFTAR RIWAYAT HIDUP…………………………………………………….67 
LAMPIRAN-LAMPIRAN…………………………………………………………… 
 
 
xv 
 
ABSTRAK 
Nama : Indah Permatasari 
Nim : 10100112083 
Judul : Tinjauan Hukum Islam Tentang Keadilan Poligami Pada Masyarakat                              
Muslim Di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (Studi Kasus 
Tahun2013-2015).  
____________________________________________________________________ 
Pokok masalah penelitian ini adalah Bagaimana Faktor-faktor yang 
mempengaruhi Poligami di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa ? Pokok 
masalah tersebut selanjutnya kedalam sub masalah atau pertanyaan Penelitian, yaitu : 
1) Bagaimana Pandangan Hukum Islam tentang Keadilan Poligami ? 2) Bagaimana 
Bentuk Keadilan Poligami Pada Masyarakat Muslim Di Kecamatan Somaba Opu 
Kabupaten Gowa ?  3) Bagaiman Pandangan Masyarakat Muslim Dari Dampak 
Positif Dan Negative Dari Poligami ? .  
Jenis penelitian ini tergolong Kualitatif dengan pendekatan penelitian yang 
digunakan adalah: pendekatan normative (Syar’i), dan yuridis dalam memahami 
situasi apa adanya. Serta pendekatan social culture yang ada di kecamatan tempat 
penelitian berlangsung. Adapun sumber data penelitian ini adalah masyarakat muslim 
di kecamatan somaba opu dan pihak-pihak yang mengetahui permasalahan yang akan 
dibahas dan tokoh agama. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan 
adalah observasi, wawancara, dokumentasi.  
Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah bahwa faktor yang menyebabkan 
masyarakat melakukan poligami adalah: 1) Faktor anak, 2) Faktor menaikan derajat 
seorang janda. Dampak positif dari poligami yang diungkapkan oleh masyarakat 
muslim yaitu terhindar dari perbuatan zina, memperbanyak keturunan, melindungi 
para janda, terbutuhi kebutuhan sex suami. Sedangkan dampak negatifnya adalah 1) 
mendapat tekanan masyarakat, 2) Anak-anak merasa tersisih, 3) terbaginya kasih 
sayang suami.  
Pandangan hukum Islam tentang keadilan poligami yaitu mewajibkan suami 
berlaku adil terhadap istri-istrinya tanpa membedakan istri yang satu dengan yang 
lain, membagi nafkah dengan seimbang dan membagi kasih sayangnya kepada istri-
istrinya tanpa membedakan.  
Bentuk keadilan yang terjadi pada masyarakat muslim ialah seorang suami 
membagi waktu untuk istri-istrinya. Sebagian pembagian nafkah, waktu dan kasih 
sayang sudah adil , tapi banyak juga seorang suami belum bisa berlaku adil terhadap 
istri-istrinya mulai dari nafkah materi, kasih sayang dan waktu , karena pada 
hakikatnya manusia tidak bisa berlaku adil.    
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A.  Latar Belakang Masalah 
Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah memiliki peranan dalam 
kehidupan, selain sebagai hamba, juga manusia sebagai khalifah.Peran sebagai 
hamba diwujudkan dengan ibadah dan mendekatkan diri dengan Allah swt 
sebagai bentuk pengabdian. Sebagai khalifah manusia juga memiliki cara untuk 
bertahan dan melanjutkan kehidupan dengan keturunan, bahkan menikah juga 
diasumsikan sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah swt.  
Berdasarkan fungsinya pernikahan menjadi satu bentuk kebutuhan 
manusia secara umum, kebudayaan manusia mengajarkan bahwa pernikahan 
bukan hanya menjadi persoalan pribadi antara manusia satu dengan pasangannya, 
namun pernikahan telah menjadi sesuatu yang menyatu dengan agama,adat 
istiadat bahkan pernikahan telah menjadi urusan lembaga Negara. Secara khusus 
syariat Islam juga mengatur pernikahan.Dimana tujuan pernikahan menurut 
agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan 
keluarga yang harmonis,sejahtera dan bahagia, harmonis dalam menggunakan hak 
dan kewajiban anggota keluarga.1 
Oleh karena itu, salah satu masalah dalam sebuah pernikahan yang sejak 
dahulu sampai sekarang tetap menjadi perdebatan di kalangan ahli hukum Islam 
                                                             
1    Abdul Rahman Ghozali, fiqh Munakahat,(Jakarta: Kencana, 2010), h. 22 
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adalah poligami.Banyak kalangan menolak kebolehan hukum poligami karena 
dianggap tidak adil dan mendeskripsikan salah satu pihak, terutama perempuan. 
Dari sudut pandang etimologi, poligami berasal dari bahasa yunani, 
dimana kata poly berarti banyak dan gamienberarti kawin.Dalam artian poligami 
yaitu seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri atau seorang laki-laki 
beristri lebih dari seorang yang dibatasi paling banyak empat orang.2 
Poligami merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling 
banyak dibicarakan sekaligus controversial, telah menyita perhatian ummat islam, 
karena poligami dihubugkan dengan budaya Islam bahkan sunnah Nabi. Secara 
historis praktek poligami sudah ada semenjak zaman pra-islam.Poligami 
dipraktekkan secara luas dikalangan masyarakat Yunani, Persia, dan Mesir kuno. 
Adapun poligami yang diperbolehkan dalam syari’at Islam adalah 
merupakan suatu alternative yang mulia dan agung bagi manusia, yang 
mengalami suasana dan kondisi tertentu untuk berpoigami. Kondisi yang 
dimaksudkan seperti jika sang istri terkena penyakit kronis, dan tidak dapat 
memberi keturunan, yang menyebabkan ia tidak dapat lagi menjalankan perannya 
sebagai seorang istri.  
Dalam syari’at Islam syarat yang utama untuk poligami adalah yakinnya orang 
tersebut akan dirinya untuk berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya, jika 
seseorang tidak sanggup akan hal tersebut maka dilarang untuk berpoligami. (QS 
AN-Nisa/4 : 3) . 
                                                             
2    Abdul Rahman Ghozali, fiqh Munakahat, h. 129   
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÷bÎ)ur ÷Läêøÿ Åz w r& (#q äÜÅ¡ ø) è? Îû 4 uK» tGu ø9$# (#q ßsÅ3R$ sù $tB z>$sÛ N ä3s9 z` ÏiB Ïä!$|¡ ÏiY9$# 
4Ó o_ ÷WtB y]» n= èOur yì» t/âur ( ÷bÎ*sù óOçFøÿ Åz w r& (#qä9Ï÷ès? ¸oyÏnºuq sù ÷rr& $tB ôMs3n= tB öN ä3ãY»yJ÷ r& 4 
y7Ï9º s #oT÷ r& wr& (#q ä9qãès? ÇÌÈ    
Terjemahnya: 
“Dan Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-
hak) perempuan yatim bilaman kamu menikahinya), maka nikahlah 
perempuan lain yang kamu senangi  dua tiga atau empat. Tepai jika kamu 
khawatir tidak akan mampu berlaku adil maka nikahilah seorang saja ataua 
hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih 
dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”  
 
Sebagaimana yang terdapat didalam hadis rasulullah saw.  
 َُࠀَو ََﲅْﺳҫǫ ҧﻲِﻔَﻘҧﺜﻟا َﺔََﻤﻠَﺳ َﻦْˊ َنَﻼَْﯿﻏ ҧنҫǫ َﺮ َُﲻ ِﻦْˊا ْﻦَﻋ ُﻩَﺮَﻣҫˆَﻓ ُﻪَﻌَﻣ َﻦَْﻤﻠْﺳҫˆَﻓ ِﺔҧﯿِﻠِﻫﺎ َˤ ْﻟا ِﰲ ٍةَﻮْﺴِ̮  ُْﴩَﻋ
 ҧُﻦْﳯِﻣ ﺎًَﻌﺑْرҫǫ َ ҧﲑ َ˯ ََﺘﯾ ْنҫǫ َ ҧﲅَﺳَو ِﻪَْﯿَﻠ̊ ُ ҧ߹ا ҧﲆَﺻ Ҩِﱯҧﻨﻟا
3   . )يﺪ̀ﻣﺮ˔ ﻩاور( 
Terjemahnya:  
“Dari ibnu Umar, bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam, 
sedangkan ia mempunyai sepuluh orang istri pada zaman jahiliyah, lalu 
mereka juga masuk Islam bersamanya, kemudian Nabi SAW 
memerintahkan Ghailan untuk memilih (mempertahankan) empat 
diantara mereka. (HR. Tirmidzi).  
 
Tafsir dari surat an-Nisa diatas adalah, Kita perhatikan anak kalimat 
mengenai anak-anak yatim itu, dengan memperkenalkan terlebih dahulu hukum 
yang berkenaan dengan segala ketentuan pernikahan. Hal ini memgingatkan kita 
pada kejadian belum lama yang menyebabkan ayat ini diturunkan. Peristiwa itu 
terjadi setelah perang uhud, tatkala kaum Muslimin meninggalkan anak-anak 
yatim dan janda yang tidak sedikit serta beberapa orang tawanan perang. Mereka 
                                                             
3 Muhammad bin ‘Isa Bin Saurah bin mu>sa bin al-Diha>k al-Turmudzi> Abu> ‘Isa, 
Sunan al-Tirmudzi Juz III (Cet: II 1395 H/ 1975 M Syirka>h Maktaba wa Matbaah), h. 427 
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diperlakukan dan diurus atas dasar-dasar peri kemanusiaan yang tinggi dan seadil-
adilnya. Peristiwanya memang sudah berlalu, tetapi dasar-dasar itu tetap 
dipertahankan. Nikahilah anak-anak yatim itu jika dengan begitu kita yakin dapat 
melindungi segala kepentingan dan harta mereka, dengan benar-benar berlaku adil 
terhadap mereka dan segala yang menjadi tanggungan kita sendiri kalu memang 
dapat kita lakukan. Kalu tidak, usahakan cara lain demi kebaikan anak-anak yatim 
itu.4 
Dan selanjutnya dijelaskan dalam surat An-Nissa ayat 129 sebagai berikut 
 
s`9ur (# þqãè ÏÜ tFó¡ n@ br& (#q ä9Ï÷ès? tû ÷üt/ Ïä !$|¡ÏiY9$# öq s9ur öN çFô¹ tym ( x sù (#qè=ÏJs? ¨@ à2 
È@ øyJø9$# $ydrâxtGsù Ïps) ¯= yèßJø9$ x. 4 bÎ)ur (#qßsÎ= óÁè? (#qà) ­Gs?ur  cÎ*sù ©!$# tb%x. #Yq àÿ xî 
$VJÏm§ ÇÊËÒÈ   
 
Terjemahnya: 
“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri 
(mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian,karena itu janganlah 
terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang 
lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan 
memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah maha 
pengampun dan penyayang”(QS an-Nisa/4: 129)5 
 
Rasulullah saw memberikan ancaman terhadap suami yang tidak berlaku 
adil terhadap para istrinya ; 
 
 
                                                             
 4 Abdullah Yusuf Ali, Qur’an Terjemahan dan Tafsirnya, hal 179   
5 Kementrian  Agama  RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya(Semarang: PT. Tanjung Mas 
Inti,1992),h.115. 
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 ُﻪْﻨَﻋ ُﷲ َِﴈَر َةَﺮَْ̽ﺮُﻫ ِْﰊҫǫ ْﻦَﻋ ّنҫǫ  َﱃ
Ү
ا َلﺎََﻤﻓ ِنﺎَ˗َﺟْوَز َُࠀ َنَﰷ ْﻦَﻣ : َلَﺎﻗ َ ҧﲅَﺳَو ِﻪَْﯿَﻠ̊ ُﷲ ҧﲆَﺻ ҧِﱯҧﻨﻟا
 ﺔˡﺎﻣ ﻦˊا و ﰃﺎّﺴ̱ﻟا و دواد ﻮﺑǫٔ ﻩاور ) . ًِﻼﺋﺎَﻣ ِﻪْ̀ َﻗﺎَﺷ ُﺪ َ˨ ҫǫ َو ِﺔَﻣﺎَِْ̀ﻘﻟا َمَْﻮﯾ َءﺎ َˡ  ِﻢْﺴِْﻘﻟا ِْﰲ ﺎَِﳘِﺪ َ˨ ҫǫ 
 
Terjemahnya: 
 “Dari Abi Hurairah r a.  sesungguhnya Nabi saw bersabda : “Barang 
siapa yang mempunyai dua orang istri lalu ia lebih condong pada salah 
satunya dalam memberikan bagian, maka ia akan datang pada hari kiamat 
kelak salah satu betisnya dalam kedaan miring (pincang)”.6 
 
Tafsir dari ayat diatas adalah Dalam kenyataan dunia kita ini ada dua 
sebab pokok yang menimbulkan perpisahan antara suami dengan istri, harta dan 
perempuan lain atau laki-laki lain . Harta yang dimaksud itu terdapat pada akhir 
ayat. Disyart ia harus benar-benar berlaku jujur dan adil terhadap mereka semua. 
Tetapi inilah persyaratan yang hamper tak mungkin bisa dipenuhi. Sekiranya ada 
orang yang menempatkan diri dalam posisi yang mustahil itu dengan harapan ia 
mampu memenuhi persyaratan tersebut hal ini hanya dibenarkan bila ada 
penegasan bahwa ia tidak akan membiarkan yang lain, tetapi setidak-tidaknya 
dapat memenuhi segala kewajiban lahir yang dibebankan kepadanya terhadap istri 
itu.7 
Syarat adil, yang di maknai pada ayat tersebut bukan sekaligus sebagai 
anjuran untuk berpoligami, hal tersebut dapat dilihat pada asbab-an-nuzul 
turunnya ayat tersebut.Untuk menjadi sebuah aturan, pemaknaan adil sebagai 
                                                             
6  Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hila>l, Musnad al-Ima>m 
Ahmad Juz VIII (Cet: I 1421 H/ 2001 M , Muassasa al-Risalah), h.228 
 
 7   Abdullah Yusuf Ali, Qur’an Terjemahan dan Tafsirnya, hal 183.  
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syarat dalam poligami haruslah memiliki kajian yang komprehensif, sehingga 
tidak menimbulkan mudharat dalam penerapannya.  
 Pasal 5 Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974 memberikan persyaratan 
terhadap seorang suami yang akan beristrilebih dari seorang sebagai berikut: 
1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan Agama 
sebagaiman yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini 
harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri  
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluanhidup istri-
istri dan anak mereka  
c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan 
anak-anak mereka.8  
 Walaupun maksud dari pernikahan itu untuk mencapai kebahagiaan dan 
kerukunan hati masing-masing, tentunya kebahagiaan itu tidak akan tercapai jika 
tidak saling memahami. Oleh karena itu Islam tidak mengikat mati pernikahan, 
tetapi tidak mempermudah poligami.Itupun dapat dilakukan sebagai tindakan 
yang terakhir sebelum terjadinya perceraian dan jika memperoleh izin dari 
pengadilan.  
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  
Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pembahasan 
skripsi ini,diperlukan beberapa penjelasan yang berkaitan dengan judul skripsi ini 
yakni “Tinjauan Hukum Islam tentang Keadilan Poligami Pada Masyarakat 
                                                             
8 Pasal 5  Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 4 ayat (1) 
Kompilasi Hukum Islam. 
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Muslim di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (Studi Kasus Tahun 2012-
2015)”maka berikut ini dikemukakan beberapa pengertian menurut penulis yakni 
sebagai berikut:  
 “Tinjauan Hukum Islam adalah pandangan hukum yang diperintahkan 
oleh Allah swt yang di peruntukan untuk umat Islam. 
 “Keadilan adalah hal-hal yang berkenaan pada sikap dan tindakan dalam 
hubungan antar manusia yang berisi sebuah tuntutan agar sesamanya dapat 
memperlakukan sesuai hak dan kewajibannya. 
“Poligami adalah seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang istri. 
C. Rumusan Masalah  
Melihat latarbelakang di atas maka pokok masalah yang timbul adalah 
Bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam Tentang Poligami Pada Masyarakat 
Muslim di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa(Studi Kasus Tahun 2013-
2015) 
Adapun sub masalah dalam penelitian ini adalah : 
1. Bagaimana Pandangan Hukum Islam tentang keadilan Poligami?  
2. Bagaimana Bentuk Keadilan Poligami pada Masyarakat Muslim di 
Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa ? 
3. Bagaimana pandangan masyarakat muslim dari dampak positif dan 
negative dari poligami ? 
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D. Kajian Pustaka  
 Adapun yang menjadi beberapa rujukan dalam  kajian pustaka yang 
peneliti gunakan adalah sebagai berikut: 
1. Buku Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan 
Kompilasi Hukum Islam. Buku ini banyak membahas masalah Hukum 
Perkawinan yang ada di Indonesia saat ini khususnya Hukum Perkawinan 
Islam .Buku ini sedikit banyaknya membantu peneliti untuk 
mengembangkan penelitian dikemudian hari. 
2. Prof.Dr.H.Zainuddin Ali,M.A. dalam bukunya yang berjudul Hukum 
Perdata Islam yang beriisi tentang hukum pernikahan yang ada di 
indonesia beserta akibat hukumnya.  
3. Drs.M.Thahir Maloko,M.HI dalam bukunya yang berjudul Dinamika 
Hukum Dalam Perkawinan yang berisi tentang hukum-hukum pernikahan, 
Hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan.  
Selain Buku di atas penulis juga mempersiapkan buku-buku yang 
berkaitan dengan pembahasan ini. Sehingga penulis dapat dan mampu 
memaparkan skripsi yang berjudul“Tinjauan Hukum Islam Tentang Poligami 
Pada Masyarakat Muslim Di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa 
(Studi Kasus Tahun 2013-2015) Penulis merasa belum ada karya ilmiah yang 
membahas tentang keadilan dalam poligami tinjauan hukum Islam dan 
menganalisinya secara mendalam.Penelitian ini diharapkan mampu melengkapi 
terhadap pembahasan tema poligami yang telah ada. 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  
1. Tujuan  
a. Untuk mengetahui Bagaimana Pandangan Hukum Islam Mengenai 
Keadilan dalam Poligami. 
b. Untuk mengetahui Bentuk Keadilan Poligami pada masyarakat muslim di 
Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.  
c. Untuk mengetahui Pandangan masyarakat muslim dari dampak positif dan 
negative melakukan poligami  
2.   Kegunaan   
A. Segi Praktis  
1. Peneliti mengharapkan agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi 
masyarakat demi terwujudnya pemahaman hukum Islam terkait dengan 
Pandangan Hukum Islam Tentang Keadilan Poligami . 
2. Dapat memberikan informasi dan saran yang berfungsi sebagai masukan 
bagi masyarakat luas dalam hal Keadilan poligami pada masyarakat 
muslim di kecamatan somba opu Kabupaten Gowa .. 
3. Dapat memberikan informasi terhadap dampak yang di timbulkan dari 
poligami.  
B. Segi Teoritis  
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan yang berguna bagi 
pengembang ilmu pengetahuan tentang kedilan dalam poligami, khususnya 
Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
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sebagai bahan pemikiran dan khasanah kepustakaan di bidang Hukum khususnya 
hukum perdata.  
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BAB II 
TINJAUAN TEORETIS 
A. Pengertian Pernikahan  
Pernikahan merupakan institusi yanga sangat penting dalam 
masyarakat.Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara 
seorang laki-laki dengan seorang wanita Oleh sebab itulah beberapa ahli 
memandang dan memberikan alasan yang sangat penting terhadap institusi yang 
bernama pernikahan. Asser, Scholten, Pitlo, Petit, Melis, dan Wiarda, memberikan 
definisi, bahwa pernikahan ialah suatu persekutuan antara seorang pria dengan 
seorang wanita yang diakui oleh negara untuk bersamayang kekal. Esensi dari 
yang dikemukakan para pakar tersebut adalah bahwa pernikahan sebagai lembaga 
hukum, baik karena apa yang ada di dalamnya, maupun karena apa yang terdapat 
di dalamnya. 1  
Pernikahan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu 
untuk segera melaksanakannya. Karena pernikahan dapat mengurangi 
kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan. 
Orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai 
persiapan bekal fisik dan nonfiik dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw. Untuk 
berpuasa. Orang yang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari 
berbuat tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan.   
Dasar-dasar dari pernikahan tersebut dibentuk oleh unsur-unsur alami dari 
kehidupan itu sendiri; kebutuhan dan fungsi biologic, menurunkan, kebutuhan 
                                                             
 1 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam, h 29.   
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akan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak-anak yang dilahirkan dari 
pernikahan tersebut dan mendidik anak-anak itu untuk menjadi anggota-anggota 
masyarakat yang sempurna. Bentuk bentuk pernikahan itu berfungsi sebagai 
lembaga.2 
Pernikahan secara terminologi didefinisikan sebagai akad yang 
membolehkan kedua mempelai untuk mendapatkan kesenangan dari masing-
masing pasangan, sesuai dengan tuntutan syari’at.3  
Definisi pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, 
perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang 
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.4 
Pernikahan dalam istilah agama Islam adalah nikah, yaitu melakukan suatu 
akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang lelaki dan wanita 
untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk 
meujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang 
dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah swt.5 
Dari pengertian tersebut jelaslah terlihat bahwa dalam sebuah pernikahan 
memiliki dua aspek yaitu:  
                                                             
2Titik Triwulan Tutik, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia , h.106-107. 
3 Arij Binti Abdul Rahman, Poligami, (Jakarta: Darrus Sunnah) h. 30. 
4 Undang-Undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974, (Jakarta: Sinar Grafika,) h. 3   
5Titik Triwulan Tutik,  Pengantar Hukum Perdata di Indonesia , h.106. 
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1. Aspek formil (Hukum), hal ini dinyatakan dalam kalimat “ikatan lahir 
bathin”, artinya bahwa pernikahan disamping mempunyai nilai ikatan 
secara lahir tampak, juga mempunyai ikatan bathin yang dapat dirasakan 
terutama oleh yang bersangkutan dan ikatan bathin yang dapat dirasakan 
terutama oleh yang bersangkutan dan ikatan bathin ini merupakan inti dari 
pernikahan itu.  
2. Aspek sosial Keagamaan, dengan disebutkannya membentuk keluarga dan 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya pernikahan mempunyai 
hubungan yang erat sekali dengan kerohanian, sehingga bukan saja unsur 
jasmani tapi unsur bathin berperan penting.6 
Sementara menurut Soetoyo Prawiro hamidjojo mengatakan bahwa 
pernikahan merupakan persekutuan hidup antar seorang pria dan wanita yang 
dikukuhkan secara formal dan Undang-Undang (yuridis) dan kebanyakan religius. 
Pendapat itu disampaikan Subekti dalam bukunya Pokok-pokok Hukum yang 
mengatakan , bahwa pernikahan ialah pertalian yang dilakukan antara seorang 
lelaki dan seorang perempuan waktu yang lama . 7 
Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa konsep 
pernikahan dalam Islam tidak banyak berbeda dengan yang tertera dalam undang-
undang, yang membedakan hanya dalam detail syarat atau rukunnya saja. Hal ini 
dikarenakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku umum, baik kepada 
mereka yang beragama Islam maupun juga bagi penganut agama lain. 
                                                             
6Titik Triwulan Tutik,  Pengantar Hukum Perdata di Indonesia , h.110. 
7Titik Triwulan Tutik, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia , h.106. 
13 
 
 
 
Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat dan rukun 
perkawinan menurut hukum Islam, akan dijelaskan berikut.Syarat-syarat 
perkawinan mengikuti rukun-rukunnya, seperti dikemukakan kholil rahman.8 
a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya: 
1)  Beragama islam 
2)  Laki-laki  
3)  Jelas orangnya 
4)  Dapat memberikan persetujuan 
5)  Tidak terdapat halangan perkawinan 
b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya: 
1)  Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani 
2)  Perempuan  
3)  Jelas orangnya 
4)  Dapat dimintai persetujuannya 
5)  Tidak terdapat halangan perkawinan 
c. Wali nikah, syarat-syaratnya: 
1)  Laki-laki 
2)  Dewasa 
3)  Mempunyai hak perwalian  
4)  Tidak terdapat halangan perwaliannya 
d. Saksi nikah, syarat-syaratnya: 
1)  Minimal dua orang laki-laki 
                                                             
 8Kholil Rahman, Hukum Perkawinan Islam, h. 31-32.  
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2)  Hadir dalam ijab qabul 
3)  Dapat mengerti maksud akad 
4)  Islam 
5)  Dewasa 
e. Ijab Qabul, syarat-syaratnya: 
1)  Adanya pernyataan mengawinkan dari wali 
2)  Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria 
3)  Memakai kata-kata nikah, tazwijatau terjemahnya dari kata nikah 
atau tazwij 
4)  Antara ijab dan qabul bersambungan 
5)  Antara ijab dan qabul jelas maksudnya 
6) Orang yang berkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram 
haji/umrah 
7)  Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, 
yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai 
wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi. 
  Kompilasi Hukum Islam menjelaskan rukun nikah dalam pasal 14, 
yaitu:  
a. Calon suami 
b. Calon istri 
c. Wali nikah 
d. Dua orang saksi 
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e. Ijab kabul.9 
Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa 
pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah berumur 19 tahun dan pihak 
wanita berumur 16 tahun. Ketentuan batas umur seperti diungkapkan dalam pasal 
15 ayat 1 kompilasi hukum Islam didasrkan kepada pertimbangan kemaslahatan 
keluarga dan rumah tangga pernikahan.  
Salah satu hal mendasar dan sangat perlu dalam kehidupan umat manusia 
adalah pernikahan, karena secara fitrah kedua jenis manusia, laki-laki dan 
perempuan mendambakan pasangan hidup untuk saling melengkapi dan saling 
menutupi kekurangan masing-masing. Massijaya (1985) mengemukakan bahwa 
pernikahan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan 
masyarakat sebab pernikahan itu tidak hanya menyangkut perempuan dan laki-
laki, calon mempelai saja tetapi juga orang tua kedua belah pihak dan saudara-
saudaranyadan bahkan keluarga mereka masing-masing.  
Koenjaningrat (1977) mengemukakan bahwa pernikahan merupakan 
pengantar kelakuan manusia yang bukan hanya bersangkut paut dengan 
kehidupan sex tetapi juga pernikahan mempunyai fungsi lain, yakni mengatur 
ketentuan akan hak dan kewajiban serta perlindungan dari hasil pernikahan yaitu 
anak-anak.  
                                                             
 9Undang-Undang  R. I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum 
Islam, h. 327 
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Pernikahan tentunya diharapkan menjadi pembentuk sebuah keluarga yang 
tentram, damai, kasih mengasihi dan cinta mencintai seperti yang digambarkan 
dalam Al-Qur’an sebagai rumah tangga yang diwarnai dengan mawaddah 
warahmah.Pengertian tentang maaddah sebagai hal-hal yang membangkitkan 
kemauan, menimbulkan kehendak untuk memadu kasih sayang, mengundang 
untuk bercumbu rayu, akhirnya memadu hati dan jiw.Sedangkan Quraisy Syihab 
(1996) menerjemahkan kata mawaddah sebagai kelapangan dada dan kekosongan 
jiwa dari kehendak buruk, dia adalah cinta plus seorang suami atau istri yang 
bersemai dalam mawaddah, tidak lagi berfikir untuk memutuskan hubungan yang 
terjadi pada orang yang bercinta. 
Sedangkan rahmah berarti rasa saling menyantuni antara suami dan istri, 
dijalin oleh kasih sayang yang bertolak bukan lagi dari jasmani dan cinta birahi 
melulu., melainkan oleh ikatan batin dan tanggungjawab, belaian kasih dan 
ikrar.10 
Tentang hukum nikah, para fuqaha mengklarifikasikan hukum nikah 
menjadi 5 kategori yang berpulang kepada kondisi pelakunya :  
a. Wajib  
Nikah  hukumnya wajib bagi orang yang mampu dan nafsunya telah 
mendesak, serta takut terjerumus dalam lembah perzinaan. Menjauhkan 
diri dari perbuatan haram hukumnya wajib, maka jalan terbaik adalah 
dengan menikah.  
                                                             
10Abd. Kadir Ahmad, Sistem Perkawinan,(Makassar:Indobis,2006), h. 15  
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b. Sunnah  
Bagi orang yang mau menikah dan nafsunya kuat, tetapi mampu 
mengendalikan diri dari perbuatan zina, maka hukum menikah baginya 
adalah sunat. Menikah baginya lebih utama daripada berdiam diri 
menekuni ibadah, sebab menjalani hidup tanpa nikah sama sekali tidak di 
benarkan dalam Islam.  
c. Mubah  
Bagi orang-orang yang tak ada alasan yang mendesak/mewajibkan segera 
menikah atau alasan yang mengharamkan menikah. Ulama hambali 
mengatakan bahwa mubah hukumnya bagi orang yang tidak mempunyai 
keinginan untuk menikah.  
d. Makruh  
Hukum menikah menjadi makruh bagi seorang yang lemah syahwat dan 
tidak mampu member nafkah kepada istrinya walaupun tidak 
merugikannya karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat 
yang kuat.  
e. Haram  
Pernikahan haram hukumnya bagi orang tidak berkeinginan karena tidak 
mampu member nafkah, baik nafkah batin maupun nafkah lahiriah kepada 
istrinya serta nafsunya tidak mendesak, atau dia mempunyai keyakinan 
bahwa pabia menikah ia akan keluar dari Islam.11 
                                                             
11 Sabri Samin, FIKIH II, h.8.    
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Hukum Islam menggambarkan sifat yang luhur bagi ikatan yang dijalin 
oleh dua orang berbeda jenis yakni ikatan pernikahan.Ikatan pernikahan dalam 
hukum Islam dinamakan dengan niisyaaqan gholiidho, yaitu suatu ikatan janji 
yang kokoh.Oleh karenanya suatu ikatan pernikahan tidak begitu saja dapat terjadi 
tanpa melalui beberapa ketentuan. 
Betapa indahnya Hukum Islam mengibaratkan pernikahan.Oleh karena itu 
pernikahan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk 
segera melaksanakannya.Karena dengan pernikahan dapat mengurangi maksiat 
penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina.12  
Dalam pernyataan diatas memang benar dalam Hukum Islam bahwa 
tujuan dari penikahan adalah agar terhindar dari perbuatan maksiat, sehingga 
manusia dengan baik melakukan pernikahan.  
B. Tujuan dan Hikmah Pernikahan  
1. Tujuan Pernikahan  
Suatu keluarga yang dikatakan bahagia apabila terpenuhi dua kebutuhan 
pokok, yaitu kebutuhan jasmani, seperti sandang, pangan, kesehatan dan 
pendidikan.Sedangkan yang termasuk kebutuhan rohaniah seperti seorang anak 
yang berasal dari darah daging mereka sendiri. 
Pernikahan di samping bertujuan melestarikan keturunan yang baik, juga 
untuk mendidik jiwa manusia agar bertambah rasa kasih sayangnya, bertambah 
kelembutan jiwa dan kecintaanya, dan akan terjadi perpaduan perasaan antara dua 
                                                             
  12 Titik Triwulan Tutik, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia, h 25.   
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jenis kelamin. Sebab antara keduanya ada perbedaan cita rasa, emosi, 
kesanggupan mencintai, kecakapan dan lain-lain.13 
Pernikahan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk 
membiasakan pengalaman-pengalaman agama. Fungsi keluarga adalah menjadi 
pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga salah satu diantara 
lembaga pendidikan informal, ibu bapak yang dikenal pula pertama oleh putra-
putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya, dapat menjadi 
dasar pertumbuhan kepribadian putra-putri itu sendiri.  
Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri 
manusia yang asasi . Pernikahan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk 
memenuhi kebutuhan ini yaitu dengan akad nikah (melalui jenjang pernikahan). 
Bukan dengan cara yang amat kotor seperti cara-cara orang sekarang dengan 
pacaran yang telah menyimpang jauh dan diharamkan oleh Islam.  
Tujuan pernikahan menurut hukum Islam tidak jauh berbeda dengan yang 
tercantum dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, di mana dalam pasal 1 
undang-undang tersebut dikatakan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk 
keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa. 
Sebagaimana hukum-hukum yang lain, ditetapkan dengan tujuan tertentu 
sesuai dengan tujuan pembentukannya. Demikian pula halnya hukum Islam 
                                                             
13Arij Binti Abdul Rahman, Adil Terhadap Para Istri, (Jakarta: Darus Sunnah, 2002), h. 
32  
20 
 
 
 
mensyariatkan pernikahan dengan tujuan-tujuan tertentu pula. Dengan demikian, 
penulis akan menguraikan secara eksplisit tujuan pernikahan tersebut, baik 
ditinjau dari hukum Islam ataupun ditinjau dari Hukum Positif.  
Hukum Islam memberikan pandangan yang dalam tentang pengaruh 
pernikahan dan kedudukannya dalam membentuk hidup perorangan, rumah 
tangga dan umat. Oleh sebab itu, Islam memandang, bahwa pernikahan bukanlah 
hanya sekedar perjanjian dan persetujuan biasa, cukup diselesaikan dengan ijab 
qabul serta saksi, sebagaimana persetujuan-persetujuan lain. Melainkan 
persetujuan itu ditingkatkan menjadi perjanjian, persetujuan, dan ikatan yang 
meresap ke dalam jiwa dan sanubari, pertanggungjawabannya untuk terus 
memelihara dan memenuhinya, biar bagaimana juapun kesukaran rintangan yang 
dihadapi.Pernikahan dinyatakan oleh Allah sebagai suatu ikatan yang teguh dan 
janji yang kuat, sukar untuk membuka meninggalkannya. 
Disamping itu pernikahan amat penting sebagai suatu bentuk perikatan 
karena makna yang terkandung dalam pernikahan itu sendiri. Dalam Hukum 
Islam dikemukakan tentang makna pernikahan dalam praktek, antara lan:  
1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan  
2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan 
kasih sayangnya. 
3. Memenuhi panggilan Agama, memelihara diri dari kejahatan dan 
kerusakan. 
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4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab.14 
Kehidupan yang tentram dibalut dengan perasaan cinta kasih yang 
ditopang saling pengertian diantara suami istri, karena baik suami atau istri 
menyadari bahwa masing-masing sebagai pakaian bagi pasangannya.itulah yang 
sesungguhnya merupakan tujuan utama disyari’atkan perkawinan.Suasana 
kehidupan keluarga yang demikian, dapat diwujudkan dengan mudah apabila 
pernikahan dibangun di atas dasar yang kokoh. 
Tujuan pernikahan dalam hukum Islam dapat dipahami dari pernyataan al-
Qur’an yang menegaskan bahwa diantara tanda-tanda kekuasaan Allah swt ialah 
bahwa ia menciptakan istri-istri bagi para lelaki dari jenis mereka sendiri, agar 
mereka merasa tentram. Kemudian Allah menjadikan atau menumbuhkan 
perasaan cinta dan kasih sayang diantara mereka, yang demikian itu benar-benar 
terdapat tanda-tanda bagi mereka yang mau berpikir  
Untuk mewujudkan hal tersebut, maka yang perlu dilakukan oleh suami 
istri adalah saling melengkapi dalam setiap kekurangan, saling menyayangi dan 
mengasihi. Hal ini tentu dipengaruhi ketika awal  mereka memutuskan untuk 
menikah. Oleh sebab itu, undang-undang juga mengatakan bahwa pernikahan 
yang terjadi harus dilakukan atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan dari 
pihak manapun. 
Prinsip mawaddah wa rahmah sangat penting dalam hubungan suami 
isteri. Dalam konsep ini menjadikan suami isteri saling berbagi baik dalam suka 
                                                             
14Titik Triwulan Tutik, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia , h.116. 
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dan duka, saling melengkapi, mengisi, memberikan support antar sesama.Untuk 
saling menghormati dan menjaga kehormatan juga menjadikakat dengan keluarga 
sarana untuk mencapai kualitas taqwa dan hubungan yang lebih dekat dengan 
pencipta.  
Dalam surat ar-Rum ayat 21  
ô Ï`Bur ÿ¾Ïm ÏG» t#uä ÷b r& t, n=y{ / ä3 s9 ô Ï`iB öN ä3 Å¡ àÿRr& % [`ºurø r& (#þq ãZä3 ó¡ tFÏj9 $ygøs9Î) @yèy_ur N à6 uZ÷ t/ Zo ¨uq ¨B 
ºp yJ ômuur 4 ¨b Î) Îû y7Ï9ºs ;M» t Uy 5Q öq s)Ïj9 tbrã ©3 xÿtG t ÇËÊÈ     
“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan 
sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-
tanda bagi kaum yang berfikir.”  
 
Dalam tafsir menurut Ibnu Abbas yang dimaksud dengan mawaddah yaitu 
cintanya seorang suami terhadap istrinya. Sedangkan yang dimaksud dengan 
rahmah adalah kasih sayang suami karena takut menimpa keburukan terhadapnya. 
Dengan demikian antara suami dan istri saling mengisi dan melengkapi.  
2. Hikmah Pernikahan  
Sesungguhnya Allah swt menciptakan manusia memakmurkan bumi 
dengan memperbanyak keturunan dalam keluarga. Islam menganjurkan 
pernikahan karena ia mempunyai pengaruh yang baik bagi pelakunya sendiri, 
masyarakat dan seluruh umat manusia. Hanya dengan menikahlah hubungan 
antara pria dan wanita menjadi sah.  
23 
 
 
 
Menikah merupakan jalan yang paling baik untuk menyalurkan naluri sex 
secara alami dan biologis. Dengan menikah badan menjadi tegar, jiwa menjadi 
tenang, mata dapat terpelihara dari melihat hal-hal yang maksiat, dan memiliki 
perasaan tenang menikmati hal-hal yang halal.  
Rasa kasih sayang yang menjurus pada tali ikatan jiwa, dimana suami istri 
telah terikat oleh kesatuan hati diantara keduanya. Biasanya terjadi setelah rumah 
tangga itu terjadi, dan masing-masing mengetahui, memahami pribadi masing-
masing, saling melengkapi atas dasar ibadah, iman kepada Allah swt.  
Adapun hikmah-hikmah tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Abdul 
Muhaimin As’ad bahwa:  
1. Supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup dua sejoli dengan 
cinta kasih serta berbagi rasa dalam suka dan duka.  
2. Untuk membina rumah tangga yang damai, tenag dan sejahtera.  
3. Kehidupan suami istri dengan keturunannya yang turun-temurun adalah 
saling berhubungan rapat dan kait-mengait bagaikan rantai yang sama kuat 
dan tak akan putus.  
Hikmah pernikahan berkaitan dengan tujuan penciptaan manusia.Hal ini 
dikarenakan perkawinan merupakan salah satu dari ketentuan Allah SWT di 
dalam menciptakan alam ini. Pernikahan bersifat umum, menyeluruh, serta 
berlaku tanpa kecuali. 
Berikut ini hikmah pernikahan adalah sebagai berikut:  
1) Dengan pernikahan, manusia dapat melanjutkan kelangsungan hidupnya 
dari keturunannya.  
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2) Untuk memelihara keturunan, Dengan pernikahan sebagaimana telah 
diatur oleh syariat Allah swt kepada hamba-hambanya. Tampak jelas 
bahwa garis keturunan bentuk pendidikan yang dapat mengekalkan 
kemuliaan bagi setiap keturunan.  
3) Menyelamatkan manusia dari kerusakan akhlak, Dengan pernikahan 
masyarakat diselamatkan dari kerusakan akhlak dan mengamankan dari 
setiap individu dari setiap kerusakan pergaulan.  
4) Untuk menentramkan jiwa setiap pribadi. Perkawinan dapat 
menentramkan jiwa, Cinta kasih yang dapat melembutkan perasaan antara 
suami istri.  
5) Untuk menjalin kerja sama suami istri dalam membina keluarga dan 
mendidik anak-anak. Dengan kerjasama yang harmonis diantara suami dan 
istri bahu-membahu untuk mencapai hasil yang baik, mendidik anak yang 
sholeh yang memiliki iman yang kuat dan ruh Islam yang kokoh lahirlah 
rumah tangga yang tentram dan bahagia. 
6) Menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan syara 
dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual. 15 
Adapun menurut Kaelany H.D terdapat hikmah perikatan pernikahan 
antara pria dan wanita antara lain:  
1. Hidup tentram dan sejahtera  
2. Menghindari perzinahan  
3. Memelihara keturunan  
                                                             
15 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, h. 47. 
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4. Memelihara wanita yang bersifat lemah  
5. Menciptakan persaudaraan baru  
6. Berhubungan dengan kewarisan 16 
Islam tidak mensyariatkan sesuatu melainkan dibaliknya terdapat 
kandungan keutamaan dan hikmah yang besar. Demikian pula dalam nikah, 
terdapat beberapa hikmah dan maslahat bagi pelaksanaanya:  
1. Sarana pemenuh kebutuhan biologis.  
2. Sarana menggapai kedamaian dan ketentraman jiwa.  
3. Sarana menggapai kesinambungan peradaban manusia.  
4. Untuk meningkatkan ibadah kepada Allah.17 
C. Pengertian Poligami  
Istilah poligami dalam bahasa arab taaddud alzzawjat, dan bahasa Latin 
polygamia (poly dan gamia) atau gabungan kata bahasa Yunani poly dan gamy 
dari akar kata polus (banyak) dan gamos (kawin).Jadi, secara harfiah poligami 
berarti pernikahan dalam jumlah banyak.Sedangkan secara terminology, poligami 
adalah suatu praktik atau kondisi (perkawinan dalam jumlah banyak.Sedangkan 
secara terminology, poligami adalah suatu praktik atau kondisi (perkawinan) lebih 
dari satu istri, suami, pasangan, yang dilakukan pada satu waktu (bersamaan). 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami didefinisikan sebagai 
perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa laan 
jenisnya dalam waktu bersamaan. 
                                                             
16Titik Triwulan Tutik, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia , h.116. 
17  Titik Triwulan Tutik, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia , h.117.  
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Sedangkan poligami menurut Khoiruddin Nasution mengartikan poligami 
sebagai perkawinan banyak, dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak 
terbatas.Namun dalam Islam poligami mmpunyai arti perkawinan antara laki-laki 
dengan wanita yang lebih dari satu dengan batasan.  
Namun dikalangan umum, istilah ini justru sering dibatasi wilayah 
penggunaannya khusus bagi perkawinan jamak yang dilakukan seorang pria 
(suami).Padahal bentuk perkawinan yang terakhir disebut ini secara terminology 
dikenal dengan istilah poligini, yaitu system perkawinan yang membolehkan 
seorang pria memiliki beberapa wanita sebagai istrinya dalam waktu yang 
bersamaan. 
Undang-Undang  No.1 Tahun 1974 sebagai komponen terkecil dalam tata 
kehidupan bermasyarakat, keharmonisan keluarga berperan penting dalam 
membentuk kepribadian setiap anggota keluarga. Banyak masalah social yang 
muncul karena ketidak harmonisan dalam keuarga sehingga dipandang perlu 
adanya peraturan perundangan mengenai pernikahan. 
Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi hak-hak individu untuk 
berkeluarga, sekaligus menjamin kepentingan dan hak-hak setiap anggota 
keluarga.Hal utama yang menjadi pijakan dari Undang-undang ini adalah asas 
monogamy, tetapi didalamnya pun mencakup tentang pernikahan poligami. 
Dijelaskan pula, jika seorang suami ingin menikahi perempuan lebih dari 
seorang harus mendapat ijin terlebih dahulu dari istri pertama secara lisan maupun 
tertulis yang disahkan dan diucapkan di depan siding pengadilan.  
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Dalam KHI dijelaskan tentang bagaimana hukum pernikahan yang sah 
menurut Hukum dan Agama.Bahwa suatu pernikahan yang dilakukan dengan istri 
ke dua, ketiga, keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak memiliki 
kekuatan hukum. Akan tetapi dalam pasal 58 (3) dijelaskan bahwa persetujuan 
istri tidak diperlukan jika memang istri-istrinya tidak mungkin dimintai 
persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak 
ada dari istri atau istri-istrinya sekurang kurangnya dua tahun atau karena sebab 
lain yang perlu mendapat penilaian Hukum.18 
Di sini jelas bahwa jika seorang istri tidak mau memberikan ijin kepada 
suami untuk berpoligami, maka pihak Pengadilan Agama tidak dapat 
memaksakan untuk memberikan ijin terhadap suami. Hal ini dilihat karena adanya 
pertimbangan majlis Hakim.Akan tetapi Pengadilan Agama dapat menetapkan 
tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan 
dipersidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami 
dapat mengajukan banding atau kasasi.19 
Dalam fiqh poligami diperbolehkan dengan syarat ia dilakukan pada masa-
masa terdesak untuk mengatasi perkara yang tidak dapat diatasi dengan jalan lain. 
Atau dengan kata lain bahwa poligami itu diperbolehkan oleh islam dan tidak 
                                                             
18 Undang-Undang Ri No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam.   
19 Undang-Undang  RI No. 1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan Kompilasi Hukum Islam . 
h.340. 
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dilarang kecuali jikalau dikhawatirkan bahwa kebaikannya akan dikalahkan oleh 
keburukannya. 20  
D. Sejarah Poligami 
Secara historis.poligami sudah dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat 
sebelum Islam lahir. Kitab suci Yahudi dan Nasrani tidak melarang praktik 
poligami.Menurut John L. Esposito, sebelum Islam dating poligini dipraktikan 
dalam banyak masyarakat Mesopotamia dan mediterania; beberapa pengamat 
mengaitkan poligami dengan system kekeluargaan patriachat, tetapi menurut 
beliau di beberapa negara di dunia poligami terdapat juga pada masyarakat yang 
matriachat.Dikalangan bangsa Arab Jahiliyah, mengawini beberapa orang wanita 
merupakan hal yang lumrah, dan mereka menganggap wanita-wanita itu sebagai 
hak milik yang bisa digadaikan dan diperjualbelikan. 
Dilihat dari aspek sejarah, poligami bukanlah praktik yang dilahirkan 
Islam.Jauh sebelum Islam datang tradisi poligami telah menjadi salah satu bentuk 
praktik peradban Arabia patriarkhis.Peradaban patriarkhi adalah peradaban yang 
memposisikan laki-laki sebagai aktor yang menentukan seluruh aspek 
kehidupan.Peradaban ini sesunguhnya telah lama berlangsung bukan hanya di 
wilayah Jazirah Arabia, tetapi juga dalam banyak peradaban kuno lainnya seperti 
di Mesopotamia dan Mediterania bahkan di bagian dunia lainnya. Dengan kata 
                                                             
20http://www.Wordpress.com Syafa shabah, Poligami dalam Perspektif  fiqh, Jurnal, (15 
juni,2012).  
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lain perkawinan poligami sejatinya bukan khas peradaban Arabia, tetapi juga 
peradaban bangsa-bangsa lain.21 
Masyarakat di belahan dunia manapun telah akrab dalam m dan 
empraktekan perilaku poligam, bahkan jauh sebelum Islam datang, agama-agama 
samawi seperi yahudi dan Kristen.Para raja di banyak negara memiliki istri yang 
banyak.Dan banyak lagi fakta yang menunjukan bahwa perilaku poligami telah 
menjadi tradisi yang sangat biasa dalam berbagai kebudayaan dalam masyarakat. 
Para perempuan seperti budak yang tidak memiliki hak-hak kemanusiaan 
atau hukum.Laki-laki dapat memiliki istri sebanyak yang mereka mau, karena 
keturunan sering diperhitungkan dari garis perempuan, secara resmi harta diwarisi 
oleh perempuan, ini pun tidak memberi mereka kekuatan atau pengaruh.Laki-laki 
kadang-kadang mengawini perempuan hanya untuk mendapatkan warisannya 
secara resmi. 
Karena perempuan hanya menjadi barang komoditi, kedudukan 
perempuan menjadi sangat sangat rendah. Maka praktek perkawinan dalam 
masyarakat ini hanya merupakan transaksi jual beli antara suami di satu pihak 
dengan ayah atau kerabat laki-laki istri di pihak lain. Dengan memberi mahar 
kepada wali istri maka istri menjadi milik suami persis seperti barang dagangan. 
Sejarah juga mencatat praktek-praktek perkawinan yang hanya 
menguntungkan laki-laki suami), Dimana memandang istri hanya sebagai 
pelengkap kebutuhan biologis. 
                                                             
21 M. Quraish Shihab, wawasan Al-Qur’an, (Bandung: Mizan, 1999)  
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Ketika Islam hadir praktik-praktik ini tetap berjalan. Meskipun Rasul 
mengetahui bahwa poligami yang dipraktikan bangsa Arab banyak merugikan 
kaum perempuan, tetapi cara Islam untuk menghapuskan praktik ini tidak 
dilakukan dengan cara-cara yang memaksa. Bukan hanya isu poligami, seluruh 
praktik kebudayaan yang tidak menghargai manusia selalu diupayakan Nabi 
Muhammad saw untuk diperbaiki secara bertahap dan terus-menerus untuk pada 
akhirnya tercapai sebuah kondisi yang paling ideal. Kondisi ideal adalah keadilan 
dan penghargaan terhadap martabat manusia.Ini adalah kehendak logis dari sistem 
kepercayaan Islam. 
Masyarakat Arab (Jahiliyah) menghabiskan banyak waktunya untuk 
berperang. Akibatnya menimbulkan banyak anak perempuan kehilangan 
bapaknya dan  menjadi yatim. Dalam kondisi seperti ini al-Qur’an sangat 
memperhatikan dengan hal itu dengan membolehkan poligami sebagai cara 
penyelesaiaanya. Kebolehan poligami bukan dirancang untung memperbaiki 
kehidupan seks laki-laki.Tetapi poligami yang ditawarkan Islam adalah poligami 
yang terbatas yaitu 4 istri.Cara seperti ini memungkinkan semua perempuan 
semua perempuan yatim untuk menikah lagi, dan menekankan seorang laki-laki 
hanya dapat beristri lebih dari satu bila berjanji mengurus harta mereka dengam 
adil. 
Dalam surah an-Nisa ayat 3 yang selalu ini digunakan sebagai dalil 
poligami.Ayat ini turun berkenaan dengan perbuatan para wali yang tidak adil 
terhadap anak yatim yang berada dalam perlindungan mereka. Kekalahan perang 
mengakibatkan banyaknya prajurit muslim yang gugur di medan perang dan 
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menyebabkan meningkatnya jumlah janda dan anak-anak yatim dalam komunitas 
muslim. Tanggung jawab pemeliharaan anak-anak yatim kemudian dilimpahkan 
kepada para walinya.22 
Berdasarkan asbabunnuzul tersebut para ulama fiqh sepakat bahwa ayat 3 
surat An-Nisa ini masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya yaitu ayat 2 An-
Nisa. Ayat 2 mengingatkan kepada para wali yang mengelola harta anak yatim, 
bahwa mereka berdosa besar jika sampai memakan atau menukar harta anak 
yatim. Sedangkan ayat 3 mengingatkan kepada para wali anak wanita yatim mau 
mengawini anak yatim tersebut , Ia tidak boleh mengawininya dengan maksud 
untuk memeras harta anak yatim atau menghalang-halangi anak wanita yatim 
kawin dengan orang lain. Hal ini berdasarkan keterangan Aisyah RA waktu 
ditanya oleh Urwah bin al-Zubair RA mengenai maksud ayat 3 surat An-Nisa 
tersebut.23 
E. Prosedur Izin Poligami  
Pihak yang akan berpoligami hendaknya benar-benar membekali diri 
dengan ilmu, baik sebelum maupun selama menjalaninya. Dengan demikian, 
jalannya akan lurus dan terbimbing, tidak serampangan dan tidak menjadi fitnah. 
Kenyataan yang kita saksikan, banyak suami yang berpoligami hanya bermodal 
semangat tanpa berdasar ilmu yang benar. 
                                                             
22Khoiruddin Nasution, Riba dan Poligami, h. 32.  
23Rasyid Ridha, Tafsir Al Manar, (Mesir: Darul Manar), h. 347-348. 
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Poligami dalam Islam bukanlah sebagai suatu kewajiban atau hal yang 
disunahkan bagi kaum muslim, tetapi hanya menjadikannya sebagai suatu yang 
mubah, yakni boleh dilakukan jika memang dipandang perlu.  
Para ulama menyebutkan dua syarat yang Allah swt sebut dalam al-Quran 
ketika seorang lelaki hendak berpoligami, dan syarat lainnya yang disebutkan 
dalam hadish Rasulullah shallallahu alaihi wasalam  
1. Jumlah istri yang paling banyak dikumpulkan adalah empat, tidak 
boleh lebih dari empat  
2. Dia bisa berbuat dan berlaku adil di antara para istri  
3. Adanya kemapuan jasmani dan nafkah dalam bentuk harta  
Ketiga syarat yang dikemukaakan tersebut tidak boleh tidak terpenuhi. 
Baik syarat satu, dua dan tiga membolehkan seorang lelaki yang hendak 
berpoligami untuk menikahi sampai empat perempuan secara adil dalam urusan 
yang disebtkan diatas adalah fardhu atau wajib , jadi meninggalkannya adalah 
dosa dan pelanggaran . 24 
Dapat dikatakan bahwa sebagai uraian yang menjadi bahan berfikir 
terhadap dibolehkannya berpoligami adalah sebagai berikut:  
1. Poligami harus dilakukan dalam kondisi tertentu, misalnya jika istri 
sudah lanjut usia atau sakit, sehingga kalau suami tidak poligami 
dikhawatirkan dia tidak bisa menjaga kehormatan dirinya.  
2. Poligami merupakan sebab terjaganya (kehormatan) sejumlah besar 
wanita, dan terpenuhinya kebutuhan (hidup) mereka, yang berupa 
                                                             
24 Muhammad Yahya, Poligami Dalam Perspektif  Hadish Nabi SAW, h. 134.   
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nafkah biaya hidup), tempat tinggal, memiliki keturunan dan anak 
yang banyak, dan ini merupakan tuntutan syariat.  
3. Banyaknya peperangan dan disyariatkannya berjihad di jalan Allah, 
yang ini menjadikan banyak laki-laki yang terbunuh sedangkan jumlah 
perempuan semakin banyak. Padahal mereka membutuhkan suami 
untuk melindungi mereka. Maka, dalam kondisi seperti ini poligami 
merupakan solusi terbaik  
4. Terkadang seorang lelaki tertarik/kagm terhadap seorang wanita atau 
sebaliknya, karena kebaikan agama atau akhlaknya, maka pernikahan 
merupakan cara terbaik untuk menyatukan mereka berdua.25 
Kebolehan untuk melakukan poligami tentu tidak serta merta seorang 
suami bebas melakukan poligami tanpa memperhatikan aturan-aturan yang mesti 
dipenuhinya. Merujuk pada pasal 5 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 
1974 menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi suami yang akan 
melakukan poligami, yaitu:  
1. Harus ada persetujuan dari istri pertama  
2. Harus ada  kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup 
istri-istri dan anak-anak mereka (material)  
3. Harus ada jaminan bahwa suami akan berlaku adi terhadap istri-istri dan 
anak-anak mereka (immaterial). 
                                                             
25 Muhammad Yahya, Poligami Dalam Perspektif Hadish Nabi SAW, h. 140 
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Persyaratan yang tercantum dalam pasal 5 undang-undang Nomor 1 Tahun 
1974 ini bersifat kumulatif, artinya Pengadilan Agama/Mahkamah syari’ah hanya 
dapat member izin poligami kepada seorang suami apabila semua persyaratan 
tersebut telah terpenuhi. Jika satu syarat saja tidak terpenuhi, maka Pengadilan 
Agama/ Mahkamah Syari’ah harus menolak permohonan tersebut. 
Tiga alasan dibolehkannya suami melakukan poligami sebagaimana 
terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 4 dijelaskan 
pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang yang ingin melakukan 
poligami apabila terpenuhinya alasan-alasan sebagai berikut, yaitu:  
1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri  
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan  
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.26 
Selain alasan-alasan diatas , dijelaskan pula bahwa pelaku poligami harus 
mendapat persetujuan dari istri terlebih dahulu baik secara lisan maupun tertulis, 
dan persetujuan tersebut harus disebutkan di depan siding pengadilan. Pada saat 
proses pengijinan berpoligami disini (suami) harus bisa menunjukan bukti-bukti 
kepada pengadilan Agama bahwa suami tersebut sanggup menghidupi keluarga 
dan anak-anaknya, baik dari istri pertama maupun kedua serta berlaku adil sesuai 
                                                             
26Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, Hukum Perdata Islam di Indonesia, h. 130. 
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dengan syariat agama yang telah ditetapkan. Bukti-bukti tersebut antara lain 
dengan melampirkan surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda 
tangani oleh bendahara tempat bekerja.  
Permohonan ijin poligami dapat dikabulkan oleh pihak pengadilan Agama 
menurut pertimbangan majlis hakim yaitu dengan melihat persetujuan dari istri 
pertama tentang kesediannya di poligami atau tidak dan ada beberapa pengajuan 
persyaratan yang terdapat di UU No. 1 1974.Apabila ada salah satu persyaratan 
yang diajukan oleh pemohon itu kurang.Maka Pengadilan Agama berhak menolak 
berpoligami. 
Ketentuan di atas tentu sedikit berbeda dengan ketentuan yang berlaku 
dalam Islam, dimana Islam hanya mensyaratkan adil sebagai syarat melakukan 
poligami.Syarat bersikap adil baik dalam menjamin keperluan yang material 
berupa pakaian, tempat tinggal dan lain-lain.Juga bersikap adil dalam menjamin 
kebutuhan immaterial, berupa cinta dan kasih sayang. Dalam hal terakhir inilah 
yang sangat sulit dilakukan, karena berada di luar kemampuan manusia. 
Setiap Istri berhak mendapatkan hak-haknya dari suami berupa kemesraan 
hubungan jiwa, dan nafkah berupa pakaian, makanan, tempat tinggal dan lain-lain. 
Dalam poligami, hak istri sama saja, karena dalam suasana poligami, istri-istri 
sama haknya terhadap kebaikan suami.   
Kewajiban Suami yang Beristri Lebih dari Seorang  
Pasal 82 KHI menentukan bahwa kewajiban suami yang beristri lebih dari 
seorang adalah sebagai berikut:  
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1. Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, berkewajiban member 
tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara 
berimbang, menurut besar kecilnya pendapatan suami.  
2. Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, berkewajiban member 
tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara 
berimbang, menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung 
masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.  
3. Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya 
dalam satu tempat kediaman.27  
Kewajiban Seorang Istri  
Selain kewajiban suami yang merupakan hak istri, mka hak suami pun ada 
yang merupakan kewajiban istri. Hal itu diatur dalam pasal 34 Undang-Undang 
perkawinan secara umum dan secara rinci (khusus) diatur dalam Pasal 83 dan 84 
KHI.28  
Pasal 83 KHI  
1. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin 
kepadasuami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.  
2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari 
dengan sebaik-baiknya.  
Pasal 84 KHI  
                                                             
27 Undang-Undang RI No. 1 Thun 1974 tentang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam.   
28  Undang-Undang  RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum 
Islam. 
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1. Istri dapat dianggap nusyus jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan 
alasan yang sah.  
2. Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut 
pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk 
kepentingan anaknya.  
3. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah 
istri tidak nusyuz.  
4. Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan 
atas bukti yang sah.29 
Allah menurunkan ayat yang mengandung prinsip adil “kalau kamu 
khawatir akan tidak berlaku adil, maka hendaklah kamu menikah dengan seorang 
saja”.Sebenarnya keterangan dalam ayat tersebut telah cukup, tetapi demi 
kemaslahatan, al-Quran menjelaskan bagaimana pelaksanaannya, dan diketahui 
tentang standar keadilannya yang dituntut dalam ayat itu dan diberi ketentuan dua 
perkara : 
1. Yang dinilai adalah niat dan amal yang baik, Allah tentu mengetahuinya, 
Niat yang baik dan dilaksanakan dengan maksud yang baik, dan dibarengi 
dengan perbuatan yang baik inilah yang dituntut.  
2. Menurut asalnya keadilan adalah persamaan antara dua yang bersamaan , 
Keadilan itu menghendaki persamaan antara istri-istri itu, dalam makanan, 
                                                             
29 Undang-Undang  RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum 
Islam.h.349. 
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pakaian, nafkah, tempat tinggal, hubungan dengan suaminya, kasih dan 
sayangnya. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian  
1. Jenis Penelitian  
Terkait dengan penelitian yang akan diteliti, maka jenis penelitian ini 
merupakan penelitian lapangan (field research). Bila dilihat dari jenis datanya, 
Penelitian ini termasuk penelitan kualitatif merupakan penelitian yang datanya 
dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan penelitian yang menghasilkan 
data deskriptif berupa hasil dari wawancara,dokumentasi dalam penelitian. 
Dikatakan penelitian deskriptif, karena dalam penelitian ini yang ingin diperoleh 
adalah gambaran yang lebih jelas tentang situasi-situasi sosial dengan 
memusatkan pada aspek-aspek tertentu dan sering menunjukkan pengaruh pada 
berbagai variabel.. 
2. Lokasi Penelitian  
Lokasi Penelitian adalah Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.Alasan 
penulis memilih objek diatas karena berdasarkan informasi yang di peroleh, 
Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa adanya praktek poligami. 
B. Pendekatan Penelitian  
Dalam hal ini peneliti berusaha membahas objek penelitian dengan 
menggunakan pendekatan normatif  (syar’i) dan yuridis dalam memahami situasi 
apa adanya. 
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C. Sumber Data  
Adapun sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
a. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber di 
lokasi penelitian yaitu Masyarakat Muslim di Kecamatan Somba Opu Kabupaten 
Gowa. Sumber data primer ini adalah hasil dari wawancara terhadap pihak-pihak 
yang mengetahui atau menguasai permasalahan yang akan dibahas yang di dapat 
langsung dari lokasi penelitian. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan semua bahan yang memberikan penjelasan 
mengenai sumber data primer, seperti Al-Qur’an dan Hadist, peraturan 
perundang-undangan (KHI), buku-buku, jurnal-jurnal, dan literatur lain yang ada 
hubungannya dengan skripsi ini. 
D. Metode Pengumpulan data  
Penelitian dengan menggunakan metode pengumpulan data primer dan 
sekunder.Data primer berarti data yang diperoleh melalui field research atau 
penelitian lapangan dengan cara-cara seperti interview.1 
Sedangkan data sekunder berarti data yang diperoleh melalui library 
research atau penelitian kepustakaan, dengan ini peneliti berusaha menelusuri dan 
                                                             
1 KBBI   
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mengumpulkan bahan tersebut dari  peraturan perundang-undangan yang 
berkaitan dengan  penelitian ini. Adapun tekhnik pengumpulan data adalah: 
a. Pengamatan (Observasi) 
Observasi/pengamatan merupakan teknik pengumpulan data yang 
menuntut adanya pengamatan dari peneliti terhadap obyek penelitian yang 
sedang diteliti.2 
b. Wawancara 
Wawancara atau interview terpimpin adalah cara yang digunakan untuk 
memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu yang bertujuan 
untuk mengumpulkan keterangan atau informasi tentang kehidupan manusia serta 
pendapat-pendapat mereka. 
c. Dokumentasi  
Dokumentasi/pengumpulan adalah mengambil informasi melalui sebuah 
pendokumentasian dalam bentuk video dan gambar-gambar lain yang 
berhubungan dengan penelitian ini.3 
E. Instrumen Penelitian  
Dalam penelitian fields research kualitatif yang menjadi instrumen atau 
alat penelitian adalah penelitian sendiri.Penelitian sebagai human instrument 
berfungsi menetapkan fokus penelitian, yakni mencari informasi dari pemerintah 
setempat, masyarakat yang melakukan praktek poligami. 
                                                             
2 KBBI   
3 KBBI   
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F. Tekhnik Pengolahan dan Analisis Data 
Teknik pengolahan dan analisis dalam penelitian ini adalah dengan 
mengumpulkan data (koleksi data) melalui sumber-sumber referensi (buku, 
dokumentasi, wawancara) kemudian mereduksi data, merangkup, memilih hal-hal 
pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting agar tidak terjadi 
pemborosan sebelum verifikasi/kesimpulan peneliti dapatkan. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 
Pada bab ini akan dibahas secara umum tentang wilayah Kecamatan Somba 
Opu Kabupaten Gowa.  
A. Gambaran Umum Kecamatan Somba Opu  
1. Kondisi Geografis 
Kecamatan Somba Opu merupakan daerah dataran yang berbatasan Sebelah 
Utara Kota Makassar. Sebelah Selatan Kecamatan Pallangga. Sebelah Barat 
Kecamatan Pallangga dan Kota Makassar, sedangkan di Sebelah Timur berbatasan 
dengan Kecamatan Bontomarannu. Dengan jumlah kelurahan sebanyak 14 ( empat 
belas ) kelurahan dan dibentuk berdasarkan PERDA No. 7 Tahun 2005.   
Dengan luas wilayah  28,09 Km2 atau 2.809 Ha (1,49 % dari luas wilayah 
Kabupaten Gowa), dengan batas-batasnya :1 
- Sebelah Utara  : Kota Makassar 
- Sebelah Barat : Kota Makassar 
- Sebelah Selatan : Kecamatan Pallangga  (sungai Jeneberang) 
- Sebelah Timur : Kecamatan Pattallassang dan Kecamatan Bontomarannu 
 
 
                                                             
1 Sumber Data:Kecamatan  Somba opu pada Tahun 2015  
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a. Kelurahan Sungguminasa luas 1,46 
Km2 
- Lingkungan Lambaselo 
- 8 RW 
- 19 RT 
b. Kelurahan Bonto-bontoa luas 1,61 
Km2 
- Lingkungan Bonto-bontoa 
- Lingkungan Bontokamase 
- 5 RW 
- 20 RT 
c. Kelurahan Batangkaluku luas 1,30 
Km2 
- Lingkungan Batangkaluku 
- Lingkungan Karetappa 
- 8 RW 
- 31 RT 
d. Kelurahan Tompobalang luas 1,80 
Km2 
- Lingkungan Cambaya 
- Lingkungan Je’neberang  
- 8 RW 
- 19 RT 
e. Kelurahan Katangka luas 1,36 Km2 
- Lingkungan Lakiyung 
- Lingkungan Katangka 
- 9 RW 
- 24 RT 
f. Kelurahan Pandang-pandang luas 
1,55 Km2 
- Lingkungan Pandang-pandang 
- Lingkungan Mangasa 
- 10 RW 
- 23 RT 
g. Kelurahan Tombolo luas 2,06 Km2 
- Lingkungan Tombolo 
- Lingkungan Pa’bangiang 
- 13 RW 
- 45 RT 
h. Kelurahan Kalegowa luas 1,21 Km2 
 
i. Kelurahan Samata luas 2,44 Km2 
- Lingkungan Samata 
- Lingkungan Borong Raukang 
- 7 RW 
- 21 RT 
j. Kelurahan Romang Polong luas 3,71 
Km2 
- Lingkungan R. Polong 
- Lingkungan Garaganti 
- 9 RW 
- 23 RT 
k. Kelurahan Paccinongang luas 2,32 
Km2 
- Lingkungan Pacinongang 
- Lingkungan Pao-pao 
- 19 RW 
- 60 RT 
l. Kelurahan Tamarunang luas 2,16 
Km2 
- Lingkungan Panggentungan 
- Lingkungan Beroanging 
- 10 RW 
- 64 RT 
m. Kelurahan Bontoramba luas 2,20Km2 
- Lingkungan Galoggoro 
- Lingkungan Bontobaddo 
- 4 RW  
- 14 RT 
n. Kelurahan Mawang luas 2,99 Km2 
- Lingkungan Biring Balang 
- Lingkungan Buttadidi 
- 4 RW 
- 14 RT 
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2. Keadaan Tanah  
Wilayah administrasi Kabupaten Gowa terdiri dari 18 kecamatan dan 167 
desa/kelurahan dengan luas sekitar 1.883,33 kilometer persegi atau sama dengan 3,01 
persen dari luas wilayah Propinsi Sulawesi Selatan.Wilayah Kabupaten Gowa 
sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu sekitar 72,26 persen. Ada 9 wilayah 
kecamatan yang merupakan dataran tinggi yaitu Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, 
Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Dari 
total luas Kabupaten Gowa 35,30 persen mempunyai kemiringan tanah di atas 40 
derajat, yaitu pada wilayah kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya dan 
Tompobulu. 
Seperti halnya dengan daerah lain di Indonesia, di Kabupaten Gowa 
hanyadikenal dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Biasanyamusim 
kemarau dimulai pada Bulan Juni hingga September, sedangkanmusim hujan dimulai 
pada Bulan Desember hingga Maret.Keadaanseperti itu berganti setiap setengah 
tahun setelah melewati masa peralihan, yaituBulan April-Mei dan Oktober-
Nopember. 
 Curah hujan disuatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim, 
keadaan geografi dan perputaran/pertemuan arus udara. Oleh karena itu jumlah curah   
hujan beragam menurut bulan dan letak suatu wilayah.Catatan curah hujan Tahun 
2015. Curah hujan tertinggi yang dipantau oleh beberapa stasiun/pos pengamatan 
terjadi pada Bulan Desember yang mencapai rata-rata 716 mm, sedangkan curah 
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hujan terendah pada Bulan Juli-September yang bisa dikatakan hampir tidak ada 
hujan. 
3. Keadaan Demografi 
Kecamatan Somba Opu merupakan salah satu kawasan yang berada dibagian 
Sebelah Timurberbatasan dengan Kecamatan Bontomarannu.Kecamatan Somba Opu 
merupakan kawasan majemuk yang dihuni oleh berbagai macam etnis yang berbeda 
ditinjau dari segi adat, budaya dan agama keanekaragaman tersebut menjadikan 
keunikan sendiri. 
Penduduk adalah semua yang bertempat tinggal pada suatu daerah, atau suatu 
wilayah tertentu, manusia sebagai mahluk sosial tidak dapat sendiri.Manusia 
mempunyai naluri untuk hidup senantiasa hidup bersama dengan sesamanya. 
Manusia tanpa manusia lainnya pasti akan mati. Oleh karena itu,  manusia dapat 
hidup sebagai masyarakat. 
Berdasarkan registrasi penduduk dari kepala urusan pemerintah Kecamatan 
Binuang, bahwa penduduk di wilayah ini (Desember 2015) tercatatJumlah penduduk 
Kecamatan Somba Opu sebesar 130.126 jiwa yangterdiri dari laki-laki sebesar 64.442 
jiwa dan perempuan sebesar 65.684 jiwa.2 
 
  
 
                                                             
2Sumber Data:Kecamatan Somba opu  pada Tahun 2015 
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Tabel II 
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di setiap Desa di  
Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa  
 
No Desa Jenis Kelamin Jumlah 
  L P 
1 2 3 4 5 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
Pandang-Pandang 
Sungguminasa 
Tompobalang 
Batangkaluku 
Tamarunang 
Bontoramba 
Mawang 
Romangpolong 
Bonto-Bontoa 
Kalegowa 
Katangka 
Tombolo 
Pacinongan 
Samata 
 
 
3.592 
3.481 
5.210 
6.577 
6.687 
1.716 
2.035 
3.272 
6.016 
1.144 
4.736 
7.215 
10.050 
3.535 
3.710 
3.840 
5.277 
6.630 
6.463 
1.776 
2.069 
3.339 
6.205 
1.274 
4.776 
7.393 
10.050 
3.530 
7.302 
7.321 
10.487 
13.207 
13.150 
 3.492 
 4.099 
6.611  
12.221  
  2.418 
9.512  
14.608  
20.100  
7.065  
 
 
Sumber data : Kecamatan Somba Opu pada Tahun 2015 
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Berdasarkan data yang dikemukakan Tabel 1 maka dapat di ketahui bahwa antara 
desa yang ada dalam wilayah kecamatan Somba opu, tidak terdapat penyebaran yang 
merata ini dapat dilihat dari tabel tersebut dengan menunjukkan bahwa desa 
Bontoramba merupakan penduduknya yang paling sedikiti dibandingkan dengan desa 
lainnya. Disamping itu ada jg desa-desa yang paling banyak penduduknya yaitu desa 
Pacinongan yang  merupakan penduduk yang paling banyak. 
B. Kondisi Sosial Budaya 
1. Keadaan sosial Pendidikan 
Beberapa fasilitas umum yang terdapat di Kecamatan Somba Opu seperti 
sarana pendidikan antara lain Taman Kanak-Kanak sebanyak 53 buah,Sekolah dasar 
negeri 14 buah, Sekolah Dasar Inpres 30 buah, Sekolah DasarSwasta 5 Buah. Sekolah 
Luar Biasa 1 Buah.Sekolah Lanjutan Pertama Negeri 4buah.Sekolah Lanjutan 
Tingkat Pertama Swasta 4 Buah.Sekolah MenengahUmum Negeri 2 Buah.Sekolah 
Menengah Umum Swasta 6 Buah.SekolahMenengah Kejuruan 8 buah, Sekolah 
Menengah Kejuruan Swasta 8 Buah.Madrasah Ibtidayah 5 buah, Madrasah 
Tsanawiah 7 buah dan Madrasah Aliyah 6buah . 
Dengan melihat sarana pendidikan yang ada maka dapat dipahami bahwa 
tingkat kesadaran pendidikan masyarakat kecamatan Somba opu cukup tinggi.Hal ini 
dapat dilihat dengan banyaknya sarana pendidikan yang menunjang sehingga 
memacu penduduk untuk berlomba-lomba dalam hal pendidikan. 
2. Keadaan Keagamaan  
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Kecamatan Binuang dihuni oleh beberapa macam pemeluk agama yaitu islam, 
kristen serta Katolik. Di kecamatan Somba opu mayorita beragama muslim, 
Masyarakat Kecamatan Somba opu walaupun berbeda-beda agama mereka tetap 
hidup rukun dan damai. Saling tolong-menolong antara pemeluk agama serta saling 
menghargai antara yang satu dengan yang lainnya tidak saling menggangu dan 
mereka saling menjaga ketentraman dan keamanan serta kenyamanan hidup bersama. 
Jumlah penduduk yang menganut agama Islam sebanyak 126.279 jiwa, dan 
yang beragama Kristen sebanyak 2.084 jiwa, serta yang beragama Katolik sebanyak 
1.334 jiwa , yang beragama hindu sebanyak 69 jiwa serta yang beragama budha 
sebanyak 360 jiwa.  
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Tabel III 
Banyaknya tempat beribadah di rinci pedesaan 
di Kec; Somba Opu Kab Gowa  
Kelurahan Masjid Surau/ 
Langgar 
Gereja/ 
Kapel 
Pura Vih Ara 
Pandang-
Pandang 
Sungguminasa 
Tompobalang 
Batangkaluku 
Tamarunang 
Bontoramba 
Mawang 
Romangpolong 
Bonto-Bontoa 
Kalegowa 
Katangka 
Tombolo 
Pacinongan 
Samata 
7 
5 
10 
11 
14 
4 
8 
10 
10 
1 
3 
11 
16 
7 
6 
4 
- 
1 
- 
- 
- 
1 
1 
- 
- 
2 
1 
1 
- 
1 
- 
1 
- 
- 
- 
- 
- 
1 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
Jumlah 117 17 3 - - 
Sumber data : Kecamatan Somba Opu pada Tahun 2015  
3. Keadaan Ekonomi  
Menurut penilitian membuktikan bahwa mata pencarian bagi masyarakat 
Kecamatan Somba Opusebagian besar adalah sebagai pedagang dan buruh bangunan. 
Keadaan ekonomi Kecamatan Somba opu sebagian besar ditopong oleh hasil-
hasil pertanian, di samping itu keadaan ekonomi masyarakat Kecamatan Somba opu 
ditopong oleh sumber lain seperti pedagang, pegawai negeri, peternak, tukang kayu, 
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penjahit, guru swasta, wiraswasta, supir dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa 
masyarakat Kecamatan Somba opu masih tergolong ekonomi sedang sampai 
menengah walaupun tidak dapat dikatakan makmur karena masih sebagian penduduk 
yang termasuk dalam golongan miskin. 
Namun sekarang pemerintah setempat berusaha keras untuk memutuskan 
garis kemiskinan yang ada di kecamatan Somba opu terutama di desa-desa terpencil 
dengan memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat miskin yang ada di 
kecamatan binuang baik berupa sandang,pangan maupun papan, Mudah-mudahan 
dengan diterimanya bantuan tersebut ini dapat meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat atau dengan kata lain kebutuhan kehidupannya sudah sedikit terpenuhi.3 
C. Tinjauan Hukum Islam tentang Keadilan Poligami  
Argumentasi yang selalu dijadikan landasan kebolehan berpoligami dalam 
Islam adalah firman Allah swt dalam al-Qur’an surat an-Nisa ayat 3 tersebut, “Jika 
kamu takut tidak dapat berbuat adil terhadap perempuan-perempuan yatim (jika kamu 
menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi: dua, tiga, atau 
empat. Dan jika kamu takut tidak dapat berbuat adil terhadap mereka (dalam 
perkawinan poligami), maka nikahilah seorang saja, atau (nikahilah) budak-budak 
yang kamu miliki.Yang demikian itu lebih dekat kepada perbuatan yang tidak aniaya. 
                                                             
3 Abdullah Siradjuddin, Kepala Kec.Somba opu, opu 15 januari 2016. 
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Pernikahan merupakan bagian dari sunnah Rasul, dan termasuk salah satu 
bentuk ibadah dalam Islam. Islam menganjurkan bagi umatnya untuk melaksanakan 
penikahan yang pada asasnya menganutasas monogami. Dalam situasi dan kondisi 
tertentu laki-laki muslim diperbolehkan menikah paling banyak dengan empat orang 
perempuandalam satu waktu apabila ia sanggup memelihara dan berlaku adilterhadap 
istri-istri mereka dalam soal nafkah, tempat tinggal, danpembagian waktu. Apabila 
dikhawatirkan tidak dapat berlaku adil,maka dilarang kawin dengan perempuan lebih 
dari satu, sama sepertidilarang kawin dengan perempuan lebih dari empat. 
Dalam Islam poligami didefinisikan pernikahan seorang suami dengan istri 
lebih dari seorang dengan batasan maksimal empat orang istri dalam waktu 
bersamaaan.Syarat Islam memperbolehkan poligami dengan batasan sampai empat 
orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, 
pakaian, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan 
antara istri yang kaya dan istri yang miskin. 
Kebolehan menikahi perempuan sampai batas maksimal empat orang itu  
mempunyai syarat yang berat, yaitu berlaku adil, sebagaimana disebutkan dalam  
firman Allah di atas, “Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil (dalam 
berpoligami) maka nikahilah satu orang saja.” bahwa al-Qur’an menganut asas 
monogami. Hal ini terlihat dari pilihan untuk beristri satu orang saja setelah 
kemungkinan beristri lebih dari satu diberikan oleh Allah SWT, kedua, kebolehan 
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berpoligami ditentukan dengan syarat yang sangat berat, yaitu sanggup berlaku adil 
kepada para istri, Adil, dalam hal nafkah, kasih sayang, giliran.4 
Para ulama bersepakat dalil yang kuat bahwa berlaku adil terhadap semua istri 
adalah kewajiaban seorang suami. Sekaligus dihalalkan poligami, sebagaimana dalam 
surat an-nisa, keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang bersifat materialistis, 
seperti perlakuan baik, pembagian waktu dalam bermalam dan pemberian nafkah 
hidup.  
Dalam praktek poligami keadilan dibagi menjadi dua keadilan secara hukum 
yang berarti keadilan dalam hal memenuhi kebutuhan materi dan yang kedua keadilan 
dalam persamaan istri dalam memberikan cinta dan kasih sayang.Masalah yang kerap 
dihadapi oleh keluarga poligami adalah masalah keadilan cinta, kasih, dan 
sayang.Sementara manusia tidak mungkin adil dalam melakukan itu, karena keadilan 
sesungguhnya hanya milik Allah swt semata, manusia hanya sedikit bisa adil pun itu 
hanya dalam keadaan materil. 
Menurut imam Syafi’I, Hanafi, Maliki, dan Hambali berpendapat bahwa 
seorang suami boleh memiliki istri lebih dari satu, karena dalam agama Islam 
seseorang laki-laki dibolehkan mengawini lebih dari satu tetapi dibatasi hanya sampai 
empat orang istri. Akan tetapi kebolehannya tersebut memiliki syarat yaitu berlaku 
adil antara perempuan-perempuan itu, baik dari nafkah, atau gilirannya. 
                                                             
4 M. Anshary, Hukum Perkawinan di Indonesia (Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 90.  
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Dalam fiqh poligami diperbolehkan dengan syarat ia dilakukan pada masa-
masa terdesak untuk mengatasi perkara yang tidak dapat diatasi dengan jalan lain. 
Atau dengan kata lain bahwa poligami itu diperbolehkan oleh islam dan tidak 
dilarang kecuali jikalau dikhawatirkan bahwa kebaikannya akan dikalahkan oleh 
keburukannya.  
maka pembahasan ini juga perlu dimunculkan pandangan-pandangan para 
ilmuan muslim yang lain seperti:  
1. Syekh Muhammad Abduh  
Syekh Muhammad Abduh dari Universitas Al-zhar, mesir, menyatakan, 
Poligami adalah penyimpangan dari relasi perkawinan yyang wajar, namun 
menikahi wanita lebih dari satu hanya dibenarkan secara syar’I dalam keadaan 
darurat social, seperti perang, dengan syarat tidak menimbulkan kerusakan 
dan kezaliman.5  
2. Poligami menurut Imam Al-Ghazali  
Menurutnya poligami dalam Islam mempunyai aturan khusus, tidak seperti di 
Barat yang lelakinya mempunyai satu istri tetapi istri haramnya sampai 
sepuluh. Dalam Islam, lelaki bujang yang tidak mampu nikah dianjurkan 
berpuasa, demikian pula jangan memaksakan poligami kalu tidak mampu 
berbuat adil.6  
3. Poligami menurut Yusuf al-Qardhawi  
                                                             
5 Titik Triwulan Tutik, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia, h. 110 
6  Titik Triwulan Tutik, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia, h. 110 
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Dilarang lelaki yang cukup baginya dengan satu istri untuk nikah lagi karena 
hal itu dikhawatirkan akan menyebakan dirinya kepada yang haram, Poligami 
akan membuat seseorang tertimpa kesulitan di dunia serta di akhirat (mungkin 
karena dampak sosial dan psikologis nya sangat besar).7 
Sebagian besar Ulama berpendapat bahwa tujuan ideal Islam dalam 
pernikahan adalah monogamy, tetapi masih tetap memperbolehkan seorang suami 
untuk berpoligami dalam kondisi tertentu dengan batasan-batasan khusus. 
D. Bentuk Keadilan Poligami pada Masyarakat Muslim di Kecamatan Somba Opu  
Keadilan Poligami adalah persyaratan yang paling utama dianjurkan oleh 
Allah swt, dan yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah yakni didalamnya telah 
mencakup pemenuhan seluruh kebutuhan keluarga yang meliputi kecukupan sandang 
pangan juga kemampuan membagi waktu dan pemberian perhatian dengan penuh 
kasih sayang seadil-adilnya.  
Pihak yang akan berpoligami hendaknya benar-benar membekali diri dengan 
ilmu, baik sebelum maupun selama menjalaninya. Dengan demikian, jalannya akan 
lurus dan terbimbing, tidak serampangan dan tidak menjadi fitnah.  
Kebolehan untuk melakukan poligami tentu tidak serta merta seorang suami 
bebas melakukan poligami tanpa memperhatikan aturan-aturan yang mesti 
dipenuhinya. Merujuk pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 
                                                             
7Titik Triwulan Tutik, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia , h.110. 
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Perkawinan menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi suami yang akan 
melakukan poligami, yaitu:  
1. Harus ada persetujuan dari istri pertama  
2. Harus ada  kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-
istri dan anak-anak mereka (material)  
3. Harus ada jaminan bahwa suami akan berlaku adi terhadap istri-istri dan anak-
anak mereka (immaterial). 
Ada beberapa tokoh agama berpendapat tentang poligami salah satunya  Bapak 
Suyono selaku tokoh agama   
‘‘Berpendapat bahwa poligami itu sah-sah saja jika masih sanggup adil boleh 
menikah lebih dari satu, hak dan kewajiban harus seimbang antara istri yang 
satu dan istri yang lainnya. Sebelum calon berpoligami melakukan poligami 
harus memikirkan terlebih dahulu dan mempertimbangkan manfaat dan 
mudharotnya terlebih dahulu.’’8 
 
Selaku tokoh Agama Bapak suding berpendapat tentang poligami dalam Islam  
‘’Seorang suami adalah pemimpin buat keluarganya jika seorang suami 
menginginkan berpoligami pasti ada alasan mengapa dia berpoligami, 
Sebenarnya dalam Islam tidak ada larangan untuk berpoligami asalkan yang 
berpoligami mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya kelak, 
tapi jika dia masih mempunyai keraguan didalam hatinya maka sebaiknya 
jangan berpoligami karena jika dia tidak mampu berlaku adil maka dia berdosa 
dan akan menyakiti keluarganya terutama istri-istrinya.’9 
                                                             
8Hasil wawancara dengan Bapak Suyono selaku tokoh agama Pada Tanggal 15 januari 2016. 
Di desa Tombolo. 
9Hasil wawancara dengan Bapak Suding selaku tokoh Agama pada Tanggal 17 januari 2016. 
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 Kepala KUA mengatakan prosedur mengajukan poligami jika seorang suami 
ingin melakukan poligami   
‘’Jika seorang suami ingin melakukan poligami maka ia harus melakukan izin 
terlebih dahulu di pengadilan seperti yang termuat dalam Pasal 4 ayat 1 Dalam 
hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam 
pasal 3 ayat 2 Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan 
kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya’.10 
 
Dapat dikatakan bahwa sebagai uraian yang menjadi bahan berfikir terhadap 
dibolehkannya berpoligami adalah sebagai berikut:  
1. Poligami harus dilakukan dalam kondisi tertentu, misalnya jika istri sudah 
lanjut usia atau sakit, sehingga kalau suami tidak poligami dikhawatirkan dia 
tidak bisa menjaga kehormatan dirinya.  
2. Poligami merupakan sebab terjaganya (kehormatan) sejumlah besar wanita, 
dan terpenuhinya kebutuhan (hidup) mereka, yang berupa nafkah biaya 
hidup), tempat tinggal, memiliki keturunan dan anak yang banyak, dan ini 
merupakan tuntutan syariat.  
3. Banyaknya peperangan dan disyariatkannya berjihad di jalan Allah, yang ini 
menjadikan banyak laki-laki yang terbunuh sedangkan jumlah perempuan 
semakin banyak. Padahal mereka membutuhkan suami untuk melindungi 
mereka. Maka, dalam kondisi seperti ini poligami merupakan solusi terbaik.11 
                                                             
10Hasil wawancara dengan Bapak Tajuddin selaku Kepala KUA somba opu Pada Tanggal 15 
januari 2016. Di desa sungguminasa 
11 Muhammad Yahya, Poligami Dalam Perspektif Hadish Nabi SAW, h. 140 
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Bapak sutrisno adalah warga muslim yang melakukan poligami dia 
mengatakan alasan dia melakukan poligami  
‘’Alasan saya melakukan poligami dikarenakan adalah untuk menjalankan 
Sunnah Rasul. Beliau melakukan poligami didasarkan atas kaidah Islam yang 
selama ini dipelajarinya, dengan alasan bahwa jumlah wanita di dunia ini 
jumlahnya sangat banyak dan dia ingin menolong wanita janda agar hidup 
wanita itu dapat terjamin kehidupannya’’12 
 
Lain halnya yang dikatakan oleh bapak jinu pihak yang melakukan poligami  
‘’saya melakukan poligami yaitu karena saya ingin mengangkat derajat 
seorang wanita karena wanita tersebut janda dan dia tidak mempunyai apa-apa 
dan dia tinggal bersama anakanya hanya berdua dan dia tidak mampu 
meghidupi anaknya sendiri  maka saya nikahi.’’.13 
Pendapat dari ibu susi selaku isri yang dipoligami  
‘’Suami saya selama ini cukup berlaku adil terhadap dirinya dan istri yang 
lainnya beserta anak-anak dari istri-istri suaminya, Suaminya membagi waktu 
dalam seminggu 3 hari untuk istri pertamanya dan 3 hari untuk istri keduanya 
dan 1 hari untuk anak-anak mereka mengajak anak-anak mereka berlibur di 
luar’’.14 
 
Bapak daeng sajang mengatakan bentuk keadilan yang dia lakukan untuk para 
isri-istrinya dia mengatakan  
‘’Bentuk keadilan yang saya lakukan untuk istri-istri saya , saya membagi kasih 
sayang saya dengan cukup adil dan dalam pembagian nafkah saya sama ratakan 
                                                             
12Hasil wawancara dengan Bapak Sutrisno Pada Tanggal 16 januari 2016.di desa Bonto-
bontoa. 
13Hasil wawancara dengan Bapak Jinu Pada Tanggal 17 januari 2016. Di desa Sungguminasa 
14Hasil wawancara dengan Ibu Susi Pada Tanggal 16 januari 2016. Di desa tombolo 
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lagipula saya dan mereka tinggal dalam satu rumah jadi untuk masalah biaya 
nafkah saya tidak perlu mengeluarkan banyak uang.’’15 
Ibu Emi mengatakan alasan dia mengizinkan suaminya menikah lagi  
‘’Alasan saya mengijinkan suami saya menikah lagi karena saya tidak bisa 
memberikan anak karena itulah ibu emi mengijinkan suaminya untuk menikah 
lagi dengan syarat suaminya harus berlaku adil terhadap dirinya dan juga istri 
keduanya’’ .16 
Lain lagi alasan dari Ibu ayu selaku istri ketiga yang ingin dipoligami  
‘’Alasan saya ingin menjadi istri kertiga adalah bahwa istri pertama dan kedua 
bapak ihsan masing-masing memberikan anak perempuan sedangkan bapak 
ihsan menginginkan anak laki-laki alasannya agar anak laki-lakinya bisa 
menjaga saudara perempuannya dan bisa menjaga ibunya kelak jika dia telah 
meninggalkan dunia’’.17 
Ibu Nita adalah istri yang dipoligami dia mengatakan apa yang dia rasakan 
dari pologami yang suaminya lakukan yaitu  
‘’Keadilan yang dilakukan oleh suami saya dan ank-anak saya yaitu suami saya 
membagi kasih sayangnya belum bisa berbuat adil karena saya merasa cemburu 
jika suami saya memperlakukan saya beda dengan apa yang dia perlakukkan 
terhadap istrinya yang lain suami saya sangat sayang terhadap istri keduanya 
dibandingkan saya’’18 
Melihat dari bentuk Keadilan yang dilakukan oleh Masyarakat muslim belum 
bisa dikatakan adil karena dalam Islam adil yang dimaksud dalam poligami yaitu 
tidak adanya hati yang merasa tersakiti , Inilah yang terlihat dari apa yang dirasakan 
                                                             
15Hasil wawancara dengan Bapak sajang  Pada Tanggal 16 januari 2016. Di desa Tombolo  
16Hasil wawancara dengan Ibu Emi, Pada Tanggal 17 januari 2016.di desa sungguminasa 
17Hasil wawancara dengan Ibu Ayu, Pada Tanggal 17 januari 2016.di desa bonto-bontoa 
18Hasil wawancara dengan Ibu Nita, Pada Tanggal 16 januari 2016. Di desa bonto-bontoa 
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oleh seorang istri dan anak-anak mereka sangat bertentangan dengan ajaran Hukum 
Islam yang mengutamakan keadilan sebagai syarat poligami.   
Jika seorang suami ingin melakukan poligami maka dia harus berlaku adil 
karena itu adalah syarat yang wajib dia penuhi seperti dalam surat An-Nissa ayat 129 
s`9ur (# þq ãè ÏÜtFó¡ n@ br& (#q ä9Ï÷ès? tû ÷üt/ Ïä!$|¡ ÏiY9$# öq s9ur öNçFô¹ t ym ( xsù (#qè=ÏJs? ¨@ à2 
È@ øyJø9$# $ydrâxtGsù Ïps) ¯= yèßJø9$ x. 4 bÎ)ur (#qßsÎ= óÁè? (#q à)­Gs? ur  cÎ*sù ©! $# tb%x. # Yqàÿ xî 
$VJÏm§ ÇÊËÒÈ   
Terjemahnya: 
Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu) 
walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian,karena itu janganlah terlalu 
cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain 
terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri 
(dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah maha pengampun dan penyayang 
(QS an-Nisa/4: 129)19 
 
Ayat diatas sudah jelas bahwa seseorang atau suami tidak dapat berlaku adil 
karena manusia terlahir selalu merasa tidak puas dengan apa yang mereka miliki. Dan 
kasih sayang tidak akan mungkin bisa merasa adil terutama para istri yang dipoligami 
akan banyak hati yang tersakiti dari poligami tersebut.  
                                                             
19Kementrian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Semarang: PT. Tanjung Mas Inti,1992), 
h.115. 
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E. Pandangan masyarakat muslim dari dampak positif dan negative melakukan 
poligami  
Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat.Dalam 
setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak 
tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa 
merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Seorang 
pemimpin yang handal sudah selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan 
terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil.  
Pada masyarakat muslim di kecamatan somba opu mereka sudah tahu apa 
dampak dari poligami yang dilakukan para suami atau istri yang di poligami bahkan 
anak-anak mereka pun ikut-ikutan menjadi korban dari poligami tersebut tidak 
banyak dari ank-anak mereka merasa bahwa apa yang ditimbulkan dari poligami itu 
menimbulkan dampak psikologis anak yang sangat memeperhatikan , seperti anak 
merasa malu, ank merasa sudah tidak disayang lagi oleh bapak mereka, bahkan 
mereka malu kepada teman-teman mereka karena bapak mereka mempunyai istri lagi  
Mengenai dampak positif dari poligami maka ini adalah pendapat dari selaku 
tokoh agama dari bapak Bakri  
‘jika diihat dari segi positif yaitu agar seorang suami bisa terhindar dari 
perbuatan zina, pelacuran, mencegah kemiskinan, dan meningkatkan ekonomi 
keluarga, memperbanyak keturunan.’20 
 
                                                             
20Hasil wawancara dengan Bapak Bakri Tokoh Agama pada tanggal 16 januari 2016. Di desa 
bonto-bontoa 
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Sedangkan dampak negative dari poligami yang dikatakatan oleh ibu Siti 
selaku istri yang dipoligami  
‘’Dampak negative yang saya rasakan dari poligami ini yaitu saya merasa 
bahwa saya harus ikhlas menerima suami saya menikah lagi bahkan tidak 
jarang saya merasa sedih karena kasih sayang suami saya terbagi buat saya 
dan istri keduanya.21 
Dampak sosiologis yaitu seorang istri merasa malu karena suaminya menikah 
lagi dan akan dipandang sama semua orang aneh. Dampak ekonomi, ketergantungan 
secara ekonomi kepada suami. Walaupun ada beberapa suami memang dapat berlaku 
adil terhadap istri-istrinya, tetapi dalam prakteknya lebih sering ditemukan bahwa 
suami lebih mementingkan istri muda dan menelantarkan istri dan anak-anaknya 
terdahulu.  
Dampak Hukum, seringnya terjadi nikah bawah tangan (pernikahan yang 
tidak dicatatkan pada kantor cacatan sipil atau kantor urusan Agama) sehingga 
pernikahan dianggap tidak sah oleh negara walaupun pernikahan tersebut sah 
menurut Agama.  
Dampak negative dari poligami bagi psikologis anak ini yang dikatakan oleh 
Ibu wana selaku warga masyarakat muslim   
‘‘Dampak psikologis bagi anak-anak hasil pernikahan poligami sangat buruk: 
merasa tersisih, tak diperhatikan, kurang kasih sayang, dan di didik dalam 
suasana kebencian karena konflik itu. Suami menjadi suka berbohong dan 
menipu karena sifat manusia yang tidak mungkin berbuat adil’22.  
 
                                                             
21Hasil wawancara dengan Ibu Siti Pada Tanggal 17  januari 2016. Di desa sungguminasa 
22 Wawancara dengan Ibu wana Pada Tanggal 15 januari 2016. Di desa sungguminasa. 
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Inilah dampak yang terjadi dari poligami pada masyarakat muslim, dampak 
ini menimbulkan kesedihan yang mendalam bukan hanya yang dirasakan para istri 
tetapi anak-anak mereka juga yang mereasa sudah tidak adalagi kasih sayang dari 
keluarganya terutama dari ayah mereka.  
Dalam Hukum Islam juga mengutamakan manfaat yang ada dalam poligami, 
Tetapi jika dilihat dari kehidupan masyarakat muslim kebanyakan mudhoratnya saja 
karena banyak dampak negative yang timbul dari poligami tersebut. Maka dari itu 
Islam member syarat harus mampu berlaku adil jika seorang suami ingin menikah 
lagi agar tidak terjadi pertengkaran rumah tangga yang mengakibatkan banyak korban 
terutama anak-anak.  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
1. Dalam Hukum Islam sudah jelas dalam bentuk keadilannya dari mulai 
nafkah, waktu semua sudah jelas harus seimbang sesuai dengan 
kebutuhan para istri-istrinya. jika Dalam situasi dan kondisi tertentu 
laki-laki muslim diperbolehkan nikah paling banyak  empat orang asal 
suami merasa mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya Tapi jika 
suami merasa tidak mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya maka 
dia tidak dibolehkan menikah lebih dari satu karena akan lebih banyak 
mudhoratnya dibandingkan manfaatnya .  
2. Keadilan poligami yang dilakukan oleh masyarakat muslim di 
kecamatan somba opu kabupaten gowa belum bisa berlaku adil karena 
masih banyak istri merasa iri pada istri yang lainnya, dan suami yang 
membagi kasih sayang terhadap istri-istrinya kurang berlaku adil dan 
cenderung lebih menyayangi istri mudanya saja.  
3. Dampak yang ditimbulkan dari poligami pada masyarakat Muslim di 
kecamatan somba opu kabupaten Gowa yaitu: Dampak Positif 
seseorang bisa belajar berlaku adil terhadap istri-istrinya dan sebagai 
kunci akhir dari permasalahan dari pernikahan jika seorang istri tidak 
mampu memberikan keturunan. Dampak Negatifnya adanya rasa iri 
hati dari istri-istri dan keluarga tidak lagi merasakan kebahagiaan 
melainkan sakit hati jika seorang suami sudah tidak mampu lagi 
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berlaku adil , Anak mereka juga merasa sudah tidak disayang lagi oleh 
ayah mereka dan anak-anak merasa terkucilkan akibat dari poligami.  
B. Implikasi Penelitian   
Saran-saran yang akan penyusun berikan secara umum untuk masyarakat 
di Kecamatan Somba opu Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut:  
1. Seorang Suami Bersikap adillah terhadap istri-istrimu dan hendaklah 
selalu bersikap adil dalam semua masalah sampai pun dalam masalah yang 
tidak wajib hukumnya. Janganlah kamu bersikap berat sebelah terhadap 
salah satu dari istrimu. Berlaku adillah terhadap semua anakmu dari semua 
istrimu. Usahakanlah untuk selalu mendekatkan hati mereka,  
2. Menjadi seorang istri Janganlah kamu menanamkan kebencian dan 
permusuhan dihati anak-anakmu kepada istri-istri suamimu dan anak-anak 
mereka karena mereka adalah saudara. Benahilah semua kekuranganmu 
yang diingatkan oleh suamimu. Karena boleh jadi itu merupakan sebab dia 
berpoligami. 
3. Masyarakat harus bisa mengetahui apa arti keadilan dalam poligami 
karena tanpa adanya pengetahuan yang cukup tentang poligami 
masyarakat awam dengan mudah melakukan poligami tanpa melihat 
akibat yang ditimbulkan dari poligami tersebut.  
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